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ABSTRACT 

 

MOH. HAMDI LAIYA. H1117317. THE TESTIMONY OF WITNESS TO 

PROVIDE CONVICTION FOR THE JUDGE TO DECIDE A CRIME OF 

THIEVERY AT THE DISTRICT COURT GORONTALO CITY 

This study aims to (1) identify the status of the form of evidence in providing conviction 

for the judges (2) to identify the evidentiary system on form of evidence. The type of 

this study is normative research that explores secondary data, literature, or document 

study. The results of this study show that (1) the testimony of a witness as a form of 

evidence provides conviction for the judges regarding the form of evidence quality that 

refers to Article 1 Number 26 of the Criminal Code Procedure that the testimony of the 

witness is used for investigation purposes, prosecution, and justice on a criminal case 

which he heard himself, he saw himself, and he experienced himself. In reference to the 

Criminal Code Procedure that “de auditu” testimony is not allowed to be a form of 

evidence. (2) the evidentiary system on form of evidence in the crime of thievery are 

proof based on the law in a negative manner where the sentencing is based on multiple 

proofs or according to the laws and the judges’ conviction. The judges’ conviction 

should refer to the rule of law. Based upon the results of the study it is recommended 

that (1) of the writer’s suggestion, the law enforcement officials and any related parties 

to provide legal counseling to the society on the importance of playing a role as a 

witness in a court evidential process since they do not have sufficient understanding 

about the law. (2) the law enforcement officials especially the judges need to explore 

the values that evolve in the society specifically in the evidential process and not base 

it on which has been established in the law as positive law in order to create social 

welfare. 

 

 Keywords: a form of evidence, witness, judge’s conviction, crime, thievery 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

MOH. HAMDI LAIYA. H1117317. PERAN ALAT BUKTI KETERANGAN 

SAKSI UNTUK MEMBERIKAN KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS 

TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI KOTA 

GORONTALO 

 

 

Tujuan penelitian ini : (1) untuk mengetahui kedudukan alat bukti dalam memberikan 

keyakinan hakim (2) untuk mengetahui sistem pembuktian alat bukti. Jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian 

yang menggali data-data sekunder, kepustakaan, atau studi dokumen.Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa : (1) Peran Alat Bukti keterangan Saksi Untuk Memberikan 

keyakinan hakim  mengenai kualitas alat bukti merujuk pada Pasal 1 Angka 26 

KUHAP, Keterangan Saksi guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan 

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami 

sendiri. Sesuai penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian de auditu tidak 

diperkenankan sebagai alat bukti (2) sistem pembuktian alat bukti dalam tindak pidana 

pencurian Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, pembuktian yang 

berdasarkan undang-undang secara negatif ini, pemidanaan didasarkan kepada 

pembuktian yang berganda yaitu pada peraturan undang-undang dan keyakinan hakim,  

menurut undang-undang, keyakinan hakim bersumberkan pada peraturan undang-

undang. Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan sebagai berikut : (1) yang 

menjadi saran dari penulis tentang penyuluhan hukum dari aparat peengak hukum atau 

pihak-pihak yang terkait kepada masyarakat, tentang pentingnya seseorang berperan 

menjadi saksi pada proses pembuktian dalam persidangan, karena kurangnya 

pemahaman masyarakat tentang hukum (2) Aparat penegak hukum khususnya hakim 

haruslah menggali  nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, terlebih dalam 

proses pembuktian. Tidak berdasarkan pada apa telah tercantum dalam undang-undang 

sebagai hukum positif, agar terciptanya kesejahteraan masyarakat. 

 

Kata kunci: alat bukti, saksi, keyakinan hakim, tindak pidana, pencurian 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakangMasalah

Hukum Acara Pidana (strafprocesrecht),Sebagaimana kita ketahui bersama di

dalam pembagian  hukum pidana  digolongkan sebagai  hukum pidana  formal  yang

berfungsi  antara  lain  sebagai  sarana  untuk  terwujudnya  hukum  pidana  materil.

Walaupun tidak ada kesamaan pendapat dikalangan pakar hukum pidana mengenai

pengertian fungsi dan tujuan dari hukum acara pidana itu menjadi dasar dalam proses

peradilan  pidana  yang  mengatur  mengenai  hak  dan  kewajiban  tersangka  atau

terdakwa, hak dan kewajiban dari penyidik, hak dan kewajiban dari jaksa penuntut

umum, hak dan kewajiban dari hakim, dan hak serta kewajiban advokat.1

Keberadaan hukum berkaitan erat dengan masalah penyelesaian konflik atau

pertentangan kepentingan yang ada dimasyarakat. Salah satu cara telah diatur dengan

aturan tata cara penyelesaian yang sering disebut dengan hukum  acara. Hukum acara

merupakan  sekumpulan  peraturan  yang  mengatur  bagaimana  suatu  konflik

diselesaikan  sesuai  dengan  jenis  konfliknya.  Oleh  karenanya,  hukum  acara  ada

banyak  macamnya  sesuai  dengan  jenis  hukum  yang  mengaturnya.  Hukum  acara

pidana  berhubungan  erat  dengan  hukum  pidana,  sebab  tidak  semua  konflik  atau

pertentangan kepentingan diselesaikan melalui hukum acara pidana.

1C.Djisman Samosir, S.H.,M.H, Hukum  Acara Pidana,(Bandung: Nuansa Aulia,2013). Hlm. 2 
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Yang  menjadi  urusan  hukum  acara  pidana  adalah  pertentangan  yang

mempunyai  “Kualifikasi  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  yang  diatur  dalam

hukum pidana”.2

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan hukum pidana, maka dari itu

merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-

badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus

bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.3

Bismar  Siregar  merupakan  kesimpulannya,  bahwa  acara  pidana  diciptakan

sebagai  sarana  dalam rangka  penegakan  hukum dan  keadilan  dalam mewujudkan

kehidupan yang tertib  dan tentram dalam masyarakat.  Catatan yang diajukan oleh

Bismar Siregar ini dapat dibenarkan apabila dihubungkan dengan Pasal 24 ayat (1)

UUD 1945 (UUD 1945 setelah perubahan) juncto Pasal 1 Undang-undang. Nomor 48

Tahun  2009  (Undangan-Undangan  Kekuasaan  Kehakiman)  yang  pada  intinya

menyatakan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  ialah  kekuasaan  yang  merdekauntuk

menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan

Pancasila demi terselenggarakan Negara Hukum Republik Indonesia.4

 Yang dimaksud  dengan  kekuasaan  yang  merdeka  adalah  kekuasaan  yang

terlepas  dari  pengaruh  siapapun  termasuk  kekuasaan  pemerintah.  Maksud  dari

ketentuan  tersebut  tidak  lain  adalah  agar  hakim dalam memberikan  keputusannya

tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, sehingga keputusannya

2AnangPriyanto. M.Hum, Hukum Acara PidanaIndonesia,(Yogyakarta: Ombak,2012). Hlm.1
3 Ibid.Hlm. 2
4
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dianggap adil. Lembaga kepolisian dan kejaksaan, setelah bergulirnya era reformasi

yang  menuntut  independensi  bagi  lembaga  kepolisian  dan  kejaksaan  dalam

menangani perkara khususnya perkara pidana merupakan hal yang patut mendapat

dukungan,  sebab bukan tidak  mungkin  bila  pemerintah  (presiden beserta  menteri-

menterinya)  dapat juga melakukan kejahatan yang dinamakan  top hat crimes  atau

crimes  of  politician  in  office,  sehingga  tugas  mengusut  perkara  yang  dilakukan

terhadap pemerintah baik itu tindakan penyidikan maupun penuntutan dapat leluasa

dilakukan.5

Untuk  itu  dalam  hal  memutuskan  suatu  perkara  hakim  tidak  serta  merta

mengambil satu keputusan yang berdasarkan keyakinannya saja dan tidak memiliki

bukti yang cukup dalam persidangan pada akhirnya berdampak buruk dalam proses

pemutusan  perkara  pidana,  sehingganya dalam kitab  undang-undang hukum acara

pidana(KUHAP) pasal 183:

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali  apabila
dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan
bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang
bersalah melakukannya“.6

Kemudian dalam pasal 184 ayat 1 dijelaskan bahwasannya alat bukti yang sah

ialah: 

”keterangan saksi,keterangan ahli,surat,petunjuk,dan keterangan terdakwa“.7

5AnangPriyanto. M.Hum, Hukum Acara PidanaIndonesia,(Yogyakarta: Ombak,2012). Hlm. 4
6 DR. Andi Hamzah.S.H, KUHP & KUHAP (Jakarta: RinekaCipta,2016). Hlm. 306
7Loc cit. 
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Tentunya  untuk  memutus  perkara  pidana  hakim  harus  merujuk  dan

berpedoman sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 183 (KUHAP).8

Dalam ketentuan Pasal  2  Ayat  (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009

tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa, 

"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan."

Juga dalam KUHAP penjelasan umum butir 3e menegaskan bahwa,

 "peradilan yang harus dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya
ringan, serta bebas,  jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsukuen
dalam seluruh tingkat peradilan."

"Sederhana"  disini  artinya  adalah  pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara

dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan artinya adalah biaya perkara

yang dapat dijangkau oleh masyarakat banyak. Istilah cepat sendiri diartikan"segera".

Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama

sebelum ada keputusan hakim, hal tersebut tidak boleh lepas dari perwujudan hak

asasi manusia."peradilan cepat" juga ini sering disebut dengan asas contente justitia

serta  fair  trial. Asas  ini  menghendaki  proses  pemriksaan  tidak  berbelit-belit  dan

melindungi hak tersangka guna mendapat pemeriksaan dengan cepat agar segera di

dapat kepastian hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti

putusan  majelis  hakim  Pengadilan  Negeri  gorontalo  dengan  perkara  nomor

178/Pid.B/2020/PN  Gto.  Perbarengan  beberapa  Perbuatan  yang  harus  dipandang

sebagai  perbuatan  yang  berdiri  sendiri  sehingga  merupakan  beberapa  kejahatan

8C.DjismanSamosir, S.H.,M.H, Hukum Acara Pidana,(Bandung: Nuansa Aulia,2013). Hlm.6
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dengan  pidana  pokok  yang  sejenis  maka  dijatuhkan  hanya  satu  pidana,  telah

mengambil barang sesuatu yang yang seluruhnya  atau sebagian kepunyaan orang lain

yakni saksi korban Isran Kabula dan Siti Nukba dengan maksud untuk dimiliki secara

melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disaat peristiwa tersebut

terjadidan  tidak  diketahui  atau  tidak  dikehendaki  oleh  orang  yang  berhak,  yang

dilakukan oleh terdakwa berawal dari ketika terdakwa masuk ke  halaman Rumah

Sakit Aloe Saboe dengan cara memanjat tembok dengan melewati tangga, selanjutnya

terdakwa menuju ke gedung G3 dan melihat salah satu kamar pasien rumah sakit

dalam keadaan pintu terbuka yang di tempati 2 (dua) orang pasien dalam satu kamar.

Selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat

para  pasien  dan  keluarga  pasien  yang  ada  di  dalam  kamar  masih  terlelap  tidur

sehingga  dengan  mudah  terdakwa  dapat  masuk  ke  dalam  kamar  saksi  korban

kemudian terdakwa melihat  1 unit  HandphoneXiaomi Redmi 6 warna hitam milik

saksi  Isran  Kabula  terletak  dimeja  kamar  lalu  terdakwa  langsung  mengambil

handphone tersebut kemudian terdakwa melihat lagi 1 unit  Handphone merk Vivo

Y71 warna hitam milik saksi Siti Nukba yang terletak dimeja lainnya tetapi masih

dalam  kamar  pasien  yang  sama  terdakwa  juga  mengambilnya,  setelah  terdakwa

mengambil  kedua  handphone  tersebut,  selanjutnya  terdakwa  keluar  dalam  kamar

pasien dan melewati  jalan yang semula pada saat terdakwa masuk ke rumah sakit

Aloe  Saboe,  Perbuatan  Terdakwa Sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana  dalam

pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP.
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Berdasarkan keterangan saksi yang bernama Abdul Rahman Habibiedidalam

Berita Acara Pemeriksaan (BAP)serta membenarkan  keterangan dalam BAP tersebut

menyatakan bahwa saksidalam hal ini tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa

pencurian tersebut terjadidan saksi hanya mengetahui penjualan handphone tersebut

melalui  forum  jual  beli  yang  terdapat  diakun  sosial  media  milik  saksi  yaitu

Facebook.Dalam transaksi  tersebut  saksi  tidak  mengetahui  bahwa handphoneyang

dijual tersebut merupakan hasil dari curian.

Untuk itu penuntut umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada majelis

hakim agar terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar

terdakwa  tetap  berada  dalam  tahanan.  Tetapi  dalam  hal  ini  majelis  hakim

menjatuhkan  pidana  penjara  selama  9  (sembilan)  bulan  dan  menetapkan  masa

penahanan yang telah dijalani  terdakwa dikurungkan seluruhnya dari  pidana yang

dijatuhkan serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

Dalam hal pembuktian dipersidangan mengenai alat bukti calon peneliti akan

mengkaji  terhadap  kualitas  dari  saksi,  membahas  mengenai  kualitas  saksi  harus

berdasar kepada terpenuhinya unsur dari saksi yang terdapat  didalam Pasal 1 ayat

(26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu, 

"Saksiorang  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan
penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”9

Kemudian  mengenai kuantitas alat bukti yang merujuk pada Pasal 184 ayat 1

dalam  hal  ini,  yang  dimuat  dalam  Putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri

9DjismanSamosir, S.H.,M.H, Hukum Acara Pidana,(Bandung: Nuansa Aulia,2013).Hlm.129
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gorontalo dengan perkara nomor 178/Pid.B/2020/PN Gto adalah keterangan terdakwa

yang  telah  didengar  oleh  majelis  hakim  sebagaimana  perbuatan  terdakwa  sesuai

dengan  dakwaan tunggal jaksa penuntut umum diancam pidana dalam pasal 363 ayat

(1) Ke-3 KUHP Jo pasal 65 KUHP.

Dalam kasus yang telah dijelaskandiatas jelas membuktikan bahwa saksi yang

bernama Abdul  Rahman Habibietidak  memenuhi  unsur  dari  kualitas  saksi  dimana

saksi tersebut tidak mengetahui kapan dan tempat peristiwa pencurian tersebut terjadi,

sehingga kualitas dari unsur saksi tersebut tidak terpenuhi. 

Berbeda halnya dengan putusan nomor 221/Pid.B/2017/PN.Gto berdasarkan

keterangan saksi yang bernama Samsudin Sako di dalam Berita Acara Pemeriksaan

(BAP)  serta  membenarkan  keterangan  dalam  BAP  tersebut  bahwa  saksi  hanya

mengetahui  pembelian  Televisi  merk  polytron LCD  32  inci  melalui  transaksi

langsung, dalam transaksi tersebut saksi tidak mengetahui bahwa Televisi (TV) yang

dijual merupakan hasil curian.

Untuk itu majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun

dan menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya

dari  pidana  yang  dijatuhkan  menjadi  1  (Satu)  tahun  dan  (Delapan)  bulan  serta

memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Berdasarkan permasalahan diatas maka calon

peneliti ingin mengkaji terhadap pembuktian didepan pengadilan yang dalam hal ini

yaitu  megenai  pembuktian  terhadap  kualitas  saksi  oleh  karena  itu  penulis  ingin

mengangkat judul yaitu:
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“Peran  Alat  Bukti  keterangan  saksi  Untuk  Memberikan  Keyakinan

Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pencurian”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah  peran alat bukti keterangan saksi untuk memberikan keyakinan

hakim dalam  memutus perkara tindak pidana pencurian?

2. Bagaimanakah  sistem  pembuktian  alat  bukti  dalam  perkara  tindak  pidana

pencurian?

1.3 TujuanPenelitian

Adapun Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan alat bukti dalam hal memberikan keyakinan hakim

untuk membuat putusan perkara tindak pidana pencurian.

2. Untuk mengetahui  system pembuktian  alat  bukti  dalam perkara tindak pidana

pencurian.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian untuk mencapai penulisan karya ilmiah ini,

antara lain :

1. Manfaat Akademik

Sebagai  tahap perkembangan ilmu pengetahuan dalam kemampuan penulis

untuk mengembangkan karya ilmiah yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Untuk  menjadi  pedoman  bagi  para  penegak  hukum  dalam  menyelesaikan

mengenai kedudukan alat bukti untuk mempengaruhi keyakinan hakim.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PengertianAlatBukti

Alat bukti ialah upaya pembuktian melaluia lat-alat yang diperkenankan untuk

dipakai  membuktikan  dalil-dalil  atau  dalam  perkara  dan  dakwaan  di  siding

pengadilan.  Dalam  hukum  acara  pidana  dikenal  beberapa  alat  bukti  yang  sah

sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHAP, yaitu :

1. Keterangan Saksi.
2. Keterangan Ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan Terdakwa.10

Alat-alat  bukti  ini  sangat perlu karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana

kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

terdakwalah  yang  melakukan  perbuatan  itu.  Dengan  demikian  alat  bukti  sangat

penting di dalam usaha penemuan kebenaran atau dalam usaha menemukan siapakah

yang melakukan perbuatan tersebut.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dasar penuntutan bagi jaksa

penuntut  umum harus  berdasarkan alat  bukti  yang  sah  sebagaimana  diatur  dalam

pasal 184 kitab Undang-Undang hukum acara pidana. Demikian juga hakim dalam

memutus perkara pidana harus berdasarkan pasal 184 kitab Undang-Undang hukum

10Dr. Ramdhan Kasim, S.H.,M.H &Apriyanto Nusa, S.H.,M.H , Hukum Acara Pidana(Gorontalo: 
Setara Press, 2018), hlm. 214.
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acara pidana. Alat-alat bukti yang ditetapkan dalam pasal 184 kitab Undang-Undang

hukum acara pidana tersebut harus benar-benar sesuai dengan fakta, artinya tidak ada

rekayasa.11

Kekuatan  pembuktian  dari  alat-alat  bukti  tersebut  pada  umumnya  diserahkan

sepenuhnya kepada hakim. Namun untuk keterangan saksi dan keterangan terdakwa

harus  dikuatkan  oleh  alat  bukti  lain  agar  dapat  membuktikan  perbuatan  yang

didakwakan (pasal 185 ayat 2 dan ayat 3 jo. Pasal 189 ayat 4 KUHAP).12

2.1.1 Keterangan Saksi.

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di siding
pengadilan”. 

Keterangan saksi ini tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain

atau testimonium de auditu ( pasal 185 ayat 1 KUHAP). Dengan demikian keterangan

saksi yang di berikan diluar sidang pengadilan bukan merupakan keterangan saksi

sebagai  salah  satu  dari  alat  bukti,  keterangan  saksi  merupakan  keterangan  yang

diberikan seorang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu ( Pasal 1

butir  27  KUHAP).   Jadi  keterangan  saksi  yang  mendengar  dari  orang  lain

(testimonium de auditu) bukan merupakan alat bukti,demikian juga pendapat maupun

rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.

Berdasarkan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  65/PUU-VIII/2010  keterangan

saksi juga harus dimaknai 

11C.DjismanSamosir, S.H.,M.H, Hukum Acara Pidana,(Bandung: Nuansa Aulia,2013). Hlm. 127.
12AnangPriyanto. M.Hum, Hukum Acara PidanaIndonesia,(Yogyakarta: Ombak,2012). Hlm. 89.
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“orang  yang  dapat  memberikan  keterangan  dalam  rangka  penyidikan,
penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia
lihat sendiri dan ia alami sendiri.” 

Mencermati  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  dapat  dimaksudkan

bahwa keterangan namun tidak ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

tentang peristiwa pidananya yang dapat pula dihadirkan oleh tersangka atau terdakwa

pada  waktu  penyidikan,  penuntutan  maupun  pemeriksaan  sidang  pengadilan.13Di

mana dalamamarputusannyasebagaiberikut: 

- MenyatakanPasal 1 Angka 26 dan Angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat 3
dan ayat 4; sertapasal 184 ayat 1 Huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 No. 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1
Angka 26 dan Angka 27; Pasal 65; Pasal 116 Ayat 3 dan Ayat 4; Pasal 184
Ayat  1  Huruf  a  Undang-UndangNomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76 dan Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3209),
tidak dimaknai termasuk pula, "Orang yang dapat memberikan keterangan
dalam rangka penyidikan,  penuntutan,  dan peradilan suatu tindak pidana
yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri,"

- Menyatakan Pasal 1 Angka 26 dan Angka 27; Pasal 65; Pasal 116 Ayat 3
dan Ayat  4;  serta  Pasal  184 Ayat  1  Huruf  a  Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang  Hukum Acara  Pidana  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76  dan  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Nomor  3209)  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum
mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 Angka 26 dan Angka
27; Pasal 65;  Pasal  116 Ayat 3 dan Ayat  4;  Pasal 184 Ayat  1 Huruf a
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76  dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Tidak di
maknai termasuk pula, "Orang yang dapat memberikan keterangan dalam
rangka  penyidikan,  penuntutan,  dan  peradilan  suatu  tindak  pidana  yang
tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri,"14

13AnangPriyanto, M.Hum, Loc. Cit. Hlm. 89 
14Dr. Ramadhan Kasim, S.H., M.H. &Apriyanto Nusa, S.H., M.H. Op. cit. Hlm. 215
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"Keterangan  seorang  saksi  saja  tidak  cukup  untuk  membuktikan  bahwa
terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya" (Pasal 185 ayat
2 KUHAP). 

Ketentuan ini sesuai dengan asas "unus testis nullus testis," artinya keterangan

saksi seorang bukanlah saksi. Namun asas unus testis nullus testis ini 

“tidak  berlaku  apabila  keterangan  saksi  seorang  saja  ini  disertai  dengan
suatu alat bukti yang sah lainnya” ( Pasal 185 ayat 3 KUHAP). 

"Keterangan  beberapa  saksi  yang  berdiri  sendiri-sendiri  tentang  suatu
kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila
keterangan  saksi  itu  ada  hubungannya  satu  dengan  yang  lain  sedemikian  rupa
sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian tertentu" (  pasal  185 ayat  4
KUHAP).

"Dalam menilai  kebenaran keterangan seorang saksi  hakim harus  dengan
sungguh-sunggguh memperhatikan: 

a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
c. Alasan  yang  mungkin  dipergunakan  oleh  saksi  untuk  member

keterangan yang tertentu.
d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala Sesuatu yang pada

umumnya  dapat  mempengaruhi  dapat  tidaknya  keterangan  itu
dapat di percaya.

Ketentuan tersebut untuk mengingatkan hakim benar-benar memperhatikan
bahwa  keterangan  saksi  harus  benar-benar  diberikan  secara  bebas,  jujur  dan
objektif" (Pasal 185 ayat 6 KUHAP). 

Saksi dalam memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji

menurut cara agamanya masing-masing, sedangkan kesaksian yang diberikan dengan

tidak bersumpah/janji  tidak dapat dianggap sebagai alat bukti tetapi hanya sebagai

keterangan saja yang menguatkan keyakinan hakim. Namun apabila

“keterangan saksi yang tidak sumpah/janji itu sesuai dengan keterangan saksi
yang bersumpah/janji  dapat  dipergunakan sebagai  tambahan alat  bukti  sah yang
lain” (Pasal 185 ayat 7 KUHAP).



13

Seorang saksi atau beberapa saksi yang memberikan keterangannya sebagai

alat bukti dapat berkedudukan sebagai saksi a charge (yang memberatkan dakwaan)

maupun sebagai saksi a decharge (yang meringankan dakwaan).15

Hal lain yang perlu diperhatikan  dalam soal  pemeriksaan  saksi  ini,  adalah

apabila saksi itu tidak paham bahasa indonesia dan saksi itu adalah seorang yang bisu

atau  yang  tuli,  maka  hakim  ketua  sidang  menunjuk  seorang  juru  bahasa  untuk

menterjemahkan ke bahasa indonesia dan mengangkat seseorang yang pandai bergaul

dengan saksi untuk menterjemahkan apa yang diterangkan oleh saksi di persidangan.

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus memperhatikan :

a. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain;

b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti;

c. Alasan  yang  mungkin  dipergunakan  oleh  saksi  untuk  memberikan

keterangan tertentu;

d. Cara  hidup  dan  kesusilaan  saksi  serta  segala  sesuatu  yang  pada

umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Karena  dalam persidangan  harus  diterapkan  "Asas Praduga tak  bersalah",

maka  sehubung  dengan  itu  tersangka  atau  terdakwa  tidak  dibebani  kewajiban

pembuktian. Jaksa penuntut umumlah yang harus membuktikan apa yang didakwakan

kepada tersangka atau terdakwa. Demikian juga mengenai  hak dari tersangka atau

terdakwa  untuk  mengusahakan  dan  mengajukan  saksi  dan  atau  seseorang  yang

memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi

15AnangPriyanto. M.Hum, Loc.cit. Hlm. 89
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dirinya.  Saksi  yang  diajukan  oleh  tersangka  atau  terdakwa  dalam  rangka

menguntungkan  dirinya  dalam  hukum  acara  pidana  disebut  saksi  ada  charge,

sedangkan  apabila  jaksa  penuntut  umum  mengajukan  saksi  untuk  memberatkan

tersangka  atau  terdakwa  disebut  saksi  a  charge, dan  saksi  yang  memberikan

keterangan yang didasarkan kepada orang lain (testimonium de auditu) tidak dapat

dipakai sebagai alat bukti.16

Berikut ini beberapa jenis saksi yaitu :

1) Saksia charge dan a decharge. 

Pada dasarnya, menurut sifat dan eksistensinya maka keterangan

saksi  a  charge  adalah  keterangan  seorang  saksi  dengan

memberatkan terdakwa dan terdapat  dalam berkas perkara serta

lazim  diajukan  oleh  jaksa/penuntut  umum.  Sedang  saksi  a

decharge  adalah  keterangan  seorang  saksi  dengan  sifat

meringankan  terdakwa  dan  lazim  diajukan  oleh

terdakwa/penasihat hukum.17

2) Saksi Verbalisant.

Secara  fundamental  kata  “Verbalisant’’  adalah  istilah  lazim

tumbuh  dan  berkembang  dalam  praktik  serta  tidak  diatur  oleh

KUHAP.  Menurut  makna  laksikon  dan  doktrini,  "verbalisant“

adalah,  "Nama yang diberikan kepada petugas (polisi  atau yang

16C.DjismanSamosir, S.H.,M.H, Hukum Acara Pidana,(Bandung: Nuansa Aulia,2013).Hlm. 132.
17Dr. Ramdhan Kasim, S.H.,M.H &Apriyanto Nusa, S.H.,M.H , Hukum Acara Pidana(Gorontalo: 
Setara Press, 2018), hlm. 218
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diberikan  kepada  petugas  khusus)  untuk  menyusun,  membuat,

atau mengarang berita acara.“18

3) Saksi mahkota atau "Kroon getulge"

Saksi  mahkota  adalah  saksi  yang  diambil  dari  salah  seorang

tersangka/terdakwa ketika kepadanya diberikan suatu "mahkota".

Dengan  demikian,  berdasarkan  visi  praktik  peradilan  maka

asasnya saksi mahkota itu: bahwa saksi mahkota juga merupakan

seorang  saksi  dalam  artian  seseorang  yang  dapat  memberikan

keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  dan

peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan

alami sendiri.19

Tidak  semua  orang  dapat  didengar  untuk  memebrikan  keterangan  sebagai

saksi, dan ada juga orang-orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Yang

tidak  dapat  didengar  keterangannya  dan  dapat  mengundurkan  diri  sebagai  saksi

adalah : 

a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke
bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-
sama sebagai terdakwa;

b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa,
saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai
hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa
sampai derajat ketiga;

18Dr. Ramdhan Kasim, S.H.,M.H & Apriyanto Nusa, S.H.,M.H , Hukum Acara Pidana (Gorontalo: 
Setara Press, 2018), Loc. Cit.
19Dr. Ramdhan Kasim, S.H.,M.H & Apriyanto Nusa, S.H.,M.H , Hukum Acara Pidana (Gorontalo: 
Setara Press, 2018), Loc. Cit.
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c. Suami  atau  istri  terdakwa  meskipun  sudah  bercerai  atau
bersama-sama  sebagai  terdakwa (Pasal  168  Kitab  Undang-
Undang Hukum Acara Pidana).20

2.1.2 Keterangan Ahli

Keterangan  ahli  adalah  keterangan  yang  diberikan  oleh  seorang  yang
memliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat perang suatu
perkara pidana guna kepntingan pemeriksaan (Butir 28 KUHAP).

Keterangan  ahli  diberikan  dibawah  sumpah  atau  janji  dihadapan  hakim.
Keterangan itu dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik  atau
penuntut umum yang dituangkan dalam satu laporan dan dibuat mengingat sumpah
di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (Pasal 186 KUHAP).21

Perihal siapa yang boleh memberikan kesaksian ahli atau kualifikasi seorang

ahli.  Arthur  Best menyebutkan  adalah  seorang  ilmuan,  teknisi,  atau  orang  yang

memiliki  pengetahuan  khusus  mengenai  topik  yang  membutuhkan  kesaksian  ahli

tersebut.  Keahlian  tersebut  diperoleh  baik  dari  pengetahuan,  keterampilan,

pengalaman, pelatihan, maupun pendidikannya.

"perkataan  ahli  tidak  harus  ditafsirkan  sebagai  seorang  yang  telah

memperoleh pendidikan khusus atau memiliki suatu ijazah tertentu. Demikian pula

Adami Chazawi yang menitikberatkan ahli pada pengalaman atau bidang pekerjaan

tertentu yang di tekuninya selama waktu yang panjang."

“Jenis keterangan ahli secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Pendapat ahli mengenai suatu permasalahan yang menjadi topik perkara

di persidangan atas dasar suatu pengetahuan atau pengalaman ahli yang di

nyatakan dipersidangan tanpa memerlukan suatu tindakan sebelumnya;

20C.Djisman Samosir, S.H.,M.H, Hukum Acara Pidana,(Bandung: Nuansa Aulia,2013).Hlm 130
21AnangPriyanto. M.Hum, Hukum Acara PidanaIndonesia,(Yogyakarta: Ombak,2012). Hlm. 91
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b. Pendapat  ahli  atas dasar  suatu tindakan yang harus dilakukan sebelum

persidangan seperti pemeriksaan penelitiaan, atau observasi.”

Definisi  keterangan  ahli  disebutkan  dalam  ketentuan  Pasal  1  Angka  28

KUHAP; disebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh

seseorang  yang  memlliki  keahlian  khusus  tentang  hal  yang  diperlukan  untuk

membuat perang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Merujuk pada

ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari seorang yang memberikan keterangan ahli

tidak  hanya  berdasarkan  pengetahuan  yang  ia  miliki  melalui  pendidikan  formal,

namun keahlian juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Keahlian tersebut

juga bisa berkaitan dengan jabatan dan bidang pengabdiannya. Karena berdasarkan

KUHAP,tidak  ada  persyaratan  kualifikasi  seorang  ahli  harus  memenuhi  jenjang

akademik tertentu.

Mengenai keterangan ahli yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP)

pada proses penyidikan. Dalam praktik, ini biasanya brsifat kondisioal ada kalanya

hakim atau pensihat hukum bersikeras meminta penuntut umum untuk menghadirkan

ahli  tersebut  disidang  pengadilan.  Tapi  keadaan  ini  tidak  bersifat  mutlak,  apabila

dengan  alasan  yang  patut  dan  rasional  seorang  ahli  menyebutkan  alasan  ketidak

hadirannya di persidangan. Solusi yang di ambil  biasanya BAP ahli  dalam proses

penyidikan itu dibacakan langsung di depan sidang pengadilan, karena ia memiliki

kekuatan berdasarkan berita acara sumpah sebelumnya. Namun, apabila ahli tersebut

memiliki  cukup  waktu  dan  kesempatan  untuk  hadir  langsung  dalam pemeriksaan

sidang pegadilan, tentu itu lebih baik demi kesempurnaan proses pembuktian perkar.
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Keadaan diatas ada akibat hukumya jika seorang ahli memberikan keterangan

secara  langsung  di  depan  sidang  pengadilan  dan  di  bawah  sumpah,keterangan

tersebut  adalah  alat  bukti  keterangan  ahli  yang sah sebagaimana  penekanan yang

disebutkan dalam pasal 186 KUHAP. Tetapi, apabila keterangan ahli tersebut hanya

dituangkan secara tertulis dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di bawah sumpah,

artinya  hanya  dibacakan  di  depam  pengadilan.  Maka  kedudukan  keterangan  ahli

tersebut merupakan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli.22

Prinsipnya,  keterangan  ahli  dapat  diajukan  secara  limitative  melalui  dua

tahapan yaitu:

1) Keterangan ahli diminta oleh penyidik guna kepentingan penyidikan. 

Permintaan keterangan ahli dilakukan penyidik secara tertulis, kemudian

ahli  yang  bersangkutan  membuat  laporan  yang  berbentuk  surat

keterangan atau visum et repertum.23

Secara garis besar visum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter,

mirip  dengan  status  hasil  pemeriksaan  pada  pasien.  Bedanya,  visum

dibuat untuk kepentingan kalangan lain di bawah ini tulisan pro-justisia

dan  berdasarkan  sumpah,sedang  status  pasien  dibuat  sebagai  catatan

dokter untuk kepentingan sendiri. Visum harus ditulis dalam bahasa dan

keterangan  yang  dapat  dimengerti  oleh  kalangan  yang  akan

memahaminya.  Sedangkan  status  biasanya  ditulis  seringkas  mungkin

22Dr. Ramdhan Kasim, S.H.,M.H & Apriyanto Nusa, S.H.,M.H , Hukum Acara Pidana (Gorontalo: 
Setara Press, 2018), hlm 220.
23Dr. Ramdhan Kasim, S.H.,M.H & Apriyanto Nusa, S.H.,M.H ,Loc. Cit. 
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sebagai  catatan  pemeriksaan  hari  tersebut.  Visum  harus  dibuat

selengkap  mungkin  dan  sedemikian  rupa,  sehingga  dapat  merupakan

pengganti  benda  bukti  (korban,  corpusdelicti).  Visum  harus  diakhiri

dengan  kesimpulan  hasil  pemeriksaan  yang  jelas,  sehingga  kalangan

yang mempergunakan visum dapat memahami hasil pemeriksaan dokter

pada  korban,  terutama  mengenai  hubungan  sebab  akibat  luka,  sebab

kematian, dan lain-lain. Sehingga laporan (visum) dokter dapat menjadi

pedoman dalam menuntut  menjatuhkan  hukuman,  atau  membebaskan

seorang terdakwa dari tuntutan dan hukuman.24

2) Keterangan ahli tersebut diminta dan diberikan pada sidang pengadilan.

Permintaan keterangan ahli dilakukan apabila di dalam BAP tidak ada

dilampirkan mengenai  keterangan ahli  tersebut  atau apabila  dianggap

perlu oleh hakim ketua sidang karena jabatan apapun atas permintaan

penuntut  umum,  terdakwa,  atau  penasihat  hukum.  Ahli  tersebut

memberikan  keterangan  secara  lisan  serta  keterangan  tersebut  dicatat

dalam  BAP  oleh  panitera.  Jika  pengadilan  memanggap  perlu,  ahli

tersebut  wajib  bersumpah atau  berjanji  (Pasal  160 Ayat  4  KUHAP).

Setelah itu, keterangan ahli merupakan alat bukti sah menurut undang-

undang dan kekuatan pembuktian bersifat vrijbewijskraqcht.25

24C.DjismanSamosir, S.H.,M.H, Op. cit. hlm. 136
25Dr. Ramdhan Kasim, S.H.,M.H &Apriyanto Nusa, S.H.,M.H , Hukum Acara Pidana(Gorontalo: 
Setara Press, 2018), hlm 220.



20

Oleh karena itu keterangan ahli  diberikan untuk hal yang diperlukan untuk

membuat terang suatu perkara pidana, maka keterangan ahli itu tidak terbatas pada

visum et  repertum,  tetapi  juga dapat  menyangkut  hal  lain,  misalnya  keadaan jiwa

seseorang. 

Misalnya apa yang diatur di dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana : 

(1) Tidaklah dapat dihukum, barang siapa melakukan sesuatu perbuatan
yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  pidananya,  karena
pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau sakit jiwanya.

(2) Jika  ternyata  bahwa perbuatan yang telah  dilakukan  itu  tidak  dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya,  karena pertumbuhan kemampuan
jiwanya yang tidak sempurna ataupun karena gangguan penyakit pada
kemampuan  jiwanya,  maka  hakim  dapat  memerintahkan  agar  orang
tersebut  ditempatkan di sebuah rumah sakit  jiwa selama suatu masa
pengamatan yang lamanya tidak melebihi waktu satu tahun.

(3) Ketentuan  di  dalam  ayat  terdahulu  hanya  berlaku  bagi  Mahkamah
Agung.  Pengadilan  Tinggi  dan  Pengadilan  Negeri  serta  bagi
Pengadilan-Pengadilan  untuk  Indonesia  yang  dipersamakan  dengan
Pengadilan-Pengadilan tersebut.

Adanya kewenangan hakim untuk dapat memerintahkan agar orang tersebut

(terdakwa) ditempatkan di sebuah rumah sakit jiwa selama suatu masa pengawatan

yang lamanya tidak melebihi waktu satu tahun sebagaimana dicantumkan di dalam

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ayat 2, sebenarnya di dalam putusan

Hoge Raad Belanda tertanggal 8 Januari 1923. NJ 1923, 435, W. 11034 dapat kita

lihat prinsip yang sama yaitu

”Hakim tinggal memerintahkan agar kemampuan jiwa seseorang tersangka
itu  diperiksa,  apabila  dilihat  oleh  hakim bahwa ada  sesuatu  yang  menyebabkan
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timbulnya  suatu  keragu-raguan,  bahwa  perbuatan  yang  terbukti  itu  dapat
dipertanggungjawabkan kepada tersangka tersebut.”26

2.1.3 Surat. 

Surat adalah merupakan alat bukti yang ditempatkan dalam urutan ketiga di

dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Di dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dirumuskan:
"Surat sebagaimana tersebut Pasal184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan
atau dikuatkan dengan sumpah adalah:27

a. Berita  acara  dan  surat  lain  dalam  bentuk  resmi  yang  dibuat  pejabat

umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat, atau

yang di alaminya sendiri  disertai  dengan alasan yang jelas  dan tegas

tentang keterangan itu. Contoh dari alat bukti surat ini berupa : Akta jual

beli yang dibuat di hadapan notaries.

b. Surat  yang  dibuat  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan

atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam

tatalaksana  yang  menjadi  tanggungjawabnya  dan  orang  yang

diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau sesuatu keadaan. Contoh

dari  alat  bukti  surat  ini  berupa:  Surat  dari  BPK  yang  membuktikan

adanya  kerugian  keuangan  Negara.  Buku  nikah  yang  membuktikan

adanya  peristiwa  perkawinan.  Akte  kematian  untuk  membuktikan

kematian seseorang. Dan KTP yang membuktikan tempat tinggal. 

26C.DjismanSamosir, S.H.,M.H, Hukum Acara Pidana,(Bandung: Nuansa Aulia,2013).Hlm. 139
27Ibid. Hlm. 140
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c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan

keahliannya  mengenai  suatu  hal  atau  sesuatu  keadaan  yang  diminta

secara resmi daripadanya. Contoh dari alat bukti surat ini berupa: Hasil

Visum et repertum yang diminta oleh korban/penyidik guna kepentingan

pemeriksaan.

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi

dari alat pembuktian yang lain. Pada contohsurat yang lain ini bersifat

umum, namun memiliki pembuktian apabila ada hubungannya dengan

alat bukti yang lain. 

Dalam perkara perdata,  alat  bukti  surat  menempati  posisi  yang paling kuat

diantara alat bukti lainnya. Bahkan pembuktian alat bukti surat berupa akte otentik

bersifat mengikat hakim kecuali ada bukti sebaliknya. Namun dalam perkara pidana

tidak  demikian.  Bagi  Hakim  pidana,  tidak  ada  satu  alat  bukti  pun  yang  bersifat

mengikat hakim. Namun sekalipun tidak bersifat mengikat hakim juga tidak boleh

secara serampangan menyampingkan begitu saja suatu alat  bukti surat berupa akte

otentik sebagai bukti, melainkan memberikan alasan yang logis. 

"Di  antara  surat-surat  bukti  yang bukan surat  resmi,  ada  segolongan yang

penting  bagi  pembuktian,  yaitu  surat-surat  yang  berasal  dari  atau  yang  dibikin

dan/atau  ditandatangani  oleh  terdakwa.  Kalau  terdakwa  mengakui  dimuka  hakim

penandatanganannya atau asal dari terdakwa pembikinannya oleh terdakwa, maka hal

ini  akan memudahkan pemeriksaan perkara.  Dalam acara perdata  surat-surat yang

tidak resmi itu,  kalau diakui  tandatangannya oleh yang bersangkutan,  mempunyai
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kekuatan pembuktian yang mengikat hakim seperti halnya dengan akte otentik (Pasal

1b dari Straafsblad 1867-29).”28Ini pun adalah lain bagi hakim pidana, yang leluasa

untuk  tidak  menganggap  hal  sesuatu  telah  terbukti  oleh  surat-surat  semacam  itu,

meskipun tandatangan diakui oleh terdakwa, yaitu kalau hakim tidak berkeyakinan

atas kesalahan terdakwa.29

2.1.4 Petunjuk.

Mengenai petunjuk ini, diatur dalam pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

(1) Petunjuk  adalah  perbuatan,  kejadian,  atau  keadaan,  yang  karena
persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan
tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak
pidana dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagai manadi maksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh
dari: 

(a) Keterangansaksi
(b) Surat 
(c) Keteranganterdakwa

(3) Penilaian  atas  kekuatan  pembuktian  suatu  petunjuk  dalam  setiap
keadaan  tertentu  di  lakukan  oleh  hakim  dengan  arip  dan  bijaksana
setelah  ia  melaksanakan  pemeriksaan  dengan  penuh  kecermatan  dan
kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.30

Pada intinya alat bukti petunjuk tidaklah berdir isendiri, melainkan bersumber

dari alat bukti lainnya yang disebutkan pada ayat diatas. Selain itu, prinsip alat bukti

petunjuk  adalah  pengamatan  hakim  (judicial  evidence),  atau  dalam  hukum  acara

pidana belanda bisa maknai dengan  eigen waarneming van de rechter (pengamatan

28WirjonoProdjodikoro
29Dr. Ramdhan Kasim, S.H.,M.H & Apriyanto Nusa, S.H.,M.H , Hukum Acara Pidana (Gorontalo: 
Setara Press, 2018), hlm. 222.
30Ibid.Hlm 223
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atau  pengetahuan  hakim).  Hanya  saja  dalam  sistem  hukum  acara  pidana  kita  di

Indonesia di istilahkan dengan alat bukti petunjuk.

Dalam konteks  teori  pembuktian,  petunjuk  adalah  circumstantial  evidence

atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau accessories evidence.

Artinya, petujuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder

yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini adalah keterangan saksi, surat,

dan keterangan terdakwa.

Alat bukti petunjuk merupakan otoritas penuh dan sebjektivitas hakim yang

memeriksa  perkara  tersebut.  Hakim  dalam  mengambil  kesimpulan  tentang

pembuktian  sebagai  suatu petunjuk haruslah menghubungkan alat  bukti  yang satu

dengan alat  lainnya dan memiliki  persesuaian antara satu sama lainnya.  Dari  kata

adanya  persesuaian  dapat  disimpulkan  bahwa  sekurang-kurangnya  harus  ada  dua

petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Kekuatan pembuktiannya terletak pada

hubungan  banyak  atau  tidaknya  perbuatan-perbuatan  yang  di  anggap  sebagai

petunjuk tersebut dengan perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa.31

2.1.5 Keterangan Terdakwa

Alat bukti terakhir dalam susunan alat bukti yang di atur dalam kitab Undang-

Undang  Hukum  Acara  Pidana  adalah  keterangan  terdakwa.  Pasal  189  KUHAP

menyebutkan, 

"keterangan  terdakwa  adalah  apa  yang  dinyatakan  terdakwa  di  sidang
tentang  perbuatan  yang  dilakukannya  atau  yang  diketahuinya  sendiri  atau
dialaminya sendiri."

31Ibid. Hlm. 224
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Dengan demikian keterangan terdakwa itu sebagai alat bukti harus dinyatakan

di  sidang.  Sedangkan  keterangan  terdakwa  yang  diberikan  di  luar  sidang  dapat

digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu di

dukung oleh  suatu alat  bukti  yang sah sepanjang mengenai  hal  yang didakwakan

kepadanya.  Keterangan  terdakwa  hanya  dapat  digunakan  untuk  dirinya  sendiri.

Ketrangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah

melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, melainkan harus dinilai dengan

alat bukti yang sah.

Sesuai  dengan Pasal  189 Ayat  1  "bahwa keterangan terdakwa yang dapat
dijadikan sebagai alat bukti adalah keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang
tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri, alami sendiri."

 Hakim  dan  jaksa  tidak  boleh  percaya  begitu  saja  mengenai   keterangan

terdakwa, karena pada umumnya pada saat terdakwa memberikan keterangan yang

menguntungkan dirinya, sehingga hal-hal yang akan merugikan dia atau memperberat

hukumannya  tidak  akan  diungkapkan.  Ada  kemungkinan  terdakwa  mengaku  di

persidangan bahwa ialah pelaku tindak pidana yang di dakwakan, pada hal bukan dia,

dan pengakuan tersebut dia lakukan karena ia mau jadi  korban untuk terdakwa yang

lain. Biasanya pengakuan seperti itu terjadi karena ada kesepakatan dengan tedakwa

lain bahwa ada jaminan biaya kehidupan bagi keluarga yang bersangkutan.32

Berpijak   kepada  ketentuan  Pasal  189  Ayat  1  diatas  pada  prinsipnya

keterangan  terdakwa  adalah  apa  yang  dinyatakan  (diberikan)  terdakwa  di  sidang

pengadilan.  Meskipun  demikian  ketentuan  itu  ternyata  tidak  mutlak,  oleh  karena

32C.Djisman Samosir, S.H.,M.H, Hukum Acara Pidana,(Bandung: Nuansa Aulia,2013).Hlm. 144
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keterangan  terdakwa diluar  sidang  dapat  digunakan  untuk  membantu  menemukan

bukti  di  sidang.  Asalkan keterangan  itu  didukung oleh  suatu  alat  bukti  yang sah

sepanjang mengenai hal yang di dakwakan kepadanya. Didalam praktik sering kali

terdakwa memberi keterangan yang berbeda antara diluar sidang (BAP) dengan yang

di sidang pengadilan. Terdakwa sering kali menyatatakan saat memberi keterangan

dalam BAP dipaksa, meskipun kadang-kadang tidak ada bukti. Memang keterangan

terdakwa adalah tidak  sama dengan pengakuan terdakwa sebagaimana diatur  HIR

dahulu.  Dengan  demikian  dalam  membuktikan  kesalahan  terdakwa  tidak  lagi

mengejar pengakuan dari sidang pengadilan, asalakan fakta persesuaian dari alat-alat

bukti  lain  yang  diajukan,  kiranya  sudah  dapat  dijadikan  dasar  terbentuknya

dakwaan.33

Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memberikan keterangan yang dapat

berupa  pengakuan  (sebagian/seluruhnya)  maupun  pengingkaran(sebagian/

seluruhnya).  Baik  pengakuan  maupun  pengingkaran  itu  berhubungan  dengan

perbuatan  yang ia  lakukan  maupun terhadap keadaan tertentu.  Namun dapat  juga

pengingkaran  terdakwa  itu  dikemukakan  sebagai  pembuktian  untuk  menangkis

tuduhan  karena  pada  saat  pemeriksaan  tingkat  penyidikan  terdakwa  terpaksa

mengakui kesalahannya.34

Pengakuan  terdakwa  belum  dapat  digunakan  untuk  membuktikan

kesalahannya, sebab pengakuan terdakwa itu di samping harus disertai keterangan,

33Dr. Ramdhan Kasim&Apriyanto Nusa, Hukum Acara Pidana(Gorontalo: Setara Press, 2018), hlm. 
225
34AnangPriyanto. M.Hum, Hukum Acara PidanaIndonesia,(Yogyakarta: Ombak,2012). Hlm. 94.
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keadaan bagaimana perbuatan pidana itu dilakukan, tempat dan waktu serta cara-cara

ia melakukan perbuatan pidana itu, juga harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain,

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat 4 KUHAP yang menyatakan bahwa

keterangan  terdakwa  saja  tidak  cukup  untuk  membuktikan  bahwa  ia  bersalah

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan

alat bukti yang lain.35

2.2 Pembuktian.

Hukum  acara  pidana  hanya  menunjukkan  cara  yang  dapat  dipakai  untuk

mendekati persesuaian dengan keadaan sebenarnya, sehingga hakim menjadi yakin.

Untuk memperoleh  keyakinan itu  hakim memerlukan bahan-bahan ataupun tanda-

tanda yang dapat menggambarkan keadaan masa lalu, seperti misalnya benda-benda

ataupun  ingatan  orang-orang  yang  mengalami  peristiwa  masa  lalu.  Hukum

pembuktian dalam acara pidana member petunjuk kepada hakim dalam menetapkan

sesuatu cenderung kepada kebenaran. 

Hakim adalah seorang manusia belaka yang dapat salah raba dalam menentukan

keyakinannya,  dan putusan hakim pidana dapat  menusuk kepentingan-kepentingan

terdakwa. Oleh karena itu terhadap beberapa teori sistem pembuktian dalam hukum

acara  pidana  dengan  berbagai  kelebihan  dan  kekurangan  yang  dapat  membuka

wawasan untuk mencari kebenaran.36

35Ibid. Hlm. 95.
36AnangPriyanto. M.Hum, Hukum Acara PidanaIndonesia,(Yogyakarta: Ombak,2012). Hlm. 85
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DalamHukum Acara Pidana dikenal teori sistem pembuktian, yaitu :

2.2.1 Teori  Sistem  Pembuktian  ”Positief  Wettelijk“  (Positief  Wettelijk

Bewijstheorie).

Menurut  sistem  ini,  terbukti  tidaknya  suatu  perbuatan  yang  didakwakan

adalah semata-mata disandarkan pada alat-alat bukti yang diakui oleh undang-undang

dan tidak dibutuhkan adanya keyakinan hakim. Apabila sudah terdapat alat-alat bukti

yang diakui undang-undang dan telah dipergunakan sesuai dengan ketentuan undang-

undang,  maka  hakim  harus  menjatuhkan  putusan  bahwa  suatu  perbuatan  yang

didakwakan  telah  terbukti  walaupun  hakim  yakin  bahwa  yang  dianggap  terbukti

tersebut  tidak  benar.  Demikian  pula  sebaliknya,  apabila  tidak  dapat  dipergunakan

alat-alat  bukti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka hakim

harus memutuskan bahwa suatu perbuatan yang didakwakan tidak terbukti meskipun

hakim berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-benar terjadi. 

Sistem  Pembuktian  "positief  wettelijk" ini  mempunyai  kecenderungan

memperlakuan  pemeriksaan  perkara  pidana  secara  inquisitior  dan  hakim  hanya

merupakan  alat  perlengkapan  saja.  Namun  demikian  sistem  pembuktian  ini

mempunyai  keuntungan  bagi  penyelesaian  perkara  pidana  ringan,  karena

mempercepat  penyelesaian  perkara  dan memudahkan  hakim dalam mengambilkan

keputusan dikarenakan kecilnya kemungkinan adanya kekeliruan.
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2.2.2 Teori  Sistem  Pembutian  "Negatief  Wettelijk"  (Negatief  Wettelijk

Bewijstheorie). 

Menurut sistem ini, dasar pembuktiannya ada pada keyakinan hakim dengan

alasan-alasan  dan  keyakinan  hakim  harus  didasarkan  pada  alat-alat  bukti  yang

ditentukan undang-undang dan keyakinannya. 

Meskipun dalam suatu perkara pidana sudah terdapat  cukup bukti  menurut

ketentuan  undang-undang,  maka  hakim  belum  dapat  menjatuhkan  pidana  atau

hukuman sebelum hakim yakin akan kesalahan terdakwa (negatief/negatif). 

Dari  keempat  sistem  pembuktian  di  atas  yang  dianut  di  indonesia  adalah

sistem pembuktian "negatief wettelijk". Hal ini dapat dilihat dari : 

a. Pasal 294 HIR:
1) Tidak  seorang  jua  pula  bleh  dikenakan  hukuman  selain  jika

hakim  mndapatkan  keyakinandengan  alat  bukti  menurut
undang-undang  bahwa  benar  telah  terjadi  perbuatan  pidana
dan  bahwa  orang  yang  dituduh  itulah  yang  salah  tentang
perbuatan itu.

2) Atas persangkaan saja atau bukti-bukti yang tidak cukup tidak
seorangpun yang dapat dihukum.

b. Pasal  6  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009:  "Tiada
seorang  juapun  dapat  dijatuhi  pidana,  kecuali  apabila  pengadilan
karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat
keyakinan  bahwa  seorang  yang  dianggap  bertanggungjawab  telah
bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

c. Pasal 183 KUHAP: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada
seorang kecuali  apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa rdakwalah yang bersalah melakukannya."37

37AnangPriyanto. M.Hum, Hukum Acara PidanaIndonesia,(Yogyakarta: Ombak,2012).Ibid.Hlm. 88
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2.3 Teori Pemidanaan.

Mengenai  teori  pemidanaan,  pada  umumnya  dapat  dikelompokan  dalam  tiga

golongan  besar,  yaitu  teori  absolut  atau  teori  pembalasan,  teori  relatif  atau  teori

tujuan, dan teori menggabungkan.38

Ada beberapa teori pemidaan yaitu sebagai berikut :

2.3.1 Teori Pembalasan (Absolut). 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan.

Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang

yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaranya terletak pada adanya kejahatan

itu sendiri. Seperti dikemukakan johanes andenaes bahwa tujuan primer dari pidana

menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadlian. Sedang pemgaruh

yang mengutungkan adalah sekunder.39

2.3.2 TeoriTujuan (Relatif). 

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi

terhadap  teori  absolut.  Secara  garis  besar,  tujuan  pidana  menurut  teori  relatif

bukanlah  sekedar  pembalasan,  akan tetapi  untuk mewujudkan ketertiban  di  dalam

masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan

yaitu: 

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.

38Jurnal Ilmu Hukum, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana Oleh: Usman. Hlm. 67
39Jurnal Ilmu Hukum, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana Oleh: Usman. Loc. Cit 
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2. Untuk memperbaiki kerugian yang di derita oleh masyarakat sebagai

akibat dari terjadinya kejahatan.

3. Untuk memperbaiki si penjahat. 

4. Untuk membinasakan si penjahat.

5. Untuk mencegah kejahatan.40

2.3.3 Teori Gabungan.

Menurut teori gabungan tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat

juga di maksudkan untuk melindungi  masyarakat,  dengan mewujudkan ketertiban.

Teori  ini  mengunakan  kedua  teori  tersebut  diatas  (teori  absolut  dan  teori  relatif)

sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki

kelemahan-kelemahan yaitu: 

1. Kelemahan  teori  absolut  adalah  menimbulkan  ketidakadilan  dalam

penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti  yang ada

dan  pembahasan  yang  dimaksud  tidak  harus  negara  yang

melaksanakan.

2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena

pelaku tindak pidana  ringan dapat  dijatuhi  hukum berat;  kepuasaan

masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat,

dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.41

40Jurnal Ilmu Hukum, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana Oleh: Usman. Ibid. Hlm. 70
41Jurnal Ilmu Hukum, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana Oleh: Usman. Ibid. Hlm. 73



32

2.4 Tinjauan Umum tindak pidana pencurian

Delik  pencurian  adalah  delik  yang  paling  umum,  tercantum di  dalam  semua

KUHP di dunia.yang penulis sebut sebagai delik netral, karena terjadi dan diatur oleh

semua negara.42

Pasal 362 KUHP bagian inti delik (delicts bestanddelen)  pencurian 362 KUHP

yang menjadi definisi semua jenis delik pencurian adalah:

- Mengambil suatu barang (enig goed),

- Yang seharusnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

- Dengan maksud untuk memilikinya secara,

- Melawan hukum.43

Akan tetapi, jika orang mencuri dengan maksud untuk memberikan kepada orang

lain,  maka  tetap  merupakan  delik  pencurian.  Itulah  bedanya  dengan  delik

penggelapan,  karena  pada  delik  pencurian,  barang  yamg  dicuri  itu  pada  saat

pengambilan  itulah  terjadi  delik,  karena  pada  saat  itulah  barang  berada  dibawah

kekuasaan  si  pembuat.  Walaupun  pengambilan  itu  hanya  untuk  dipergunakan

sementara  barang  itu  merupakan  “memiliki”  barang  itu  dengan  maksud  untuk

melawan hukum mengambil barang itu sebagai tuan dan penguasa memiliki barang

itu.44

Delik pencurian adalah delik komisi, delik dengan berbuat. Bagaimana caranya

mengambil  barang  itu  tidaklah  merupakan  syarat  berat  (mutlak)  dalam  dakwaan

42Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika,2009). Hlm. 100
43Andi Hamzah, Loc.Cit. Hal. 100
44Ibid. Hlm. 101



33

waktu dan tempat dalam hal tertentu merupakan pemberatan pidana. Misalnya pada

waktu malam dalam pekarangan tertutup.  Dalam membuat  dakwaan harus sedapat

mungkin disebut jumlah harga yang dicuri atau kira-kira, untuk membedakan dengan

delik pencurian ringan (Pasal 364 KUHP). Untuk pemberatan pidana, diatur di dalam

pasal 486 KUHP jika delik pencurian (Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP) belum lewat

lima tahun sejak dilakukannya delik yang pertama.45

Yang akan dilindungi dalam pemidanaan pencurian ialah hak milik orang lain

atas  barang  bergerak.  Delik  pencurian  ada  pada  semua  KUHP  di  dunia.  Yang

mengherankan, ialah hukum pidana islam diinkorporasikan ke dalam KUHP pakistan,

tetapi delik pencurian (biasa) ancaman pidananya justru lebih rendah dari pada KUHP

Indonesia,  yaitu  pidana  penjara  maksimum  tiga  tahun  atau  denda  atau  keduanya

(Pasal 379). Dalam hal pencurian di rumah atau kapal, tenda yang menjadi tempat

kediaman, sama dengan pasal 363 KUHP, yaitu maksimum tujuh tahun penjara.46

Yang ancaman pidana delik  pencurian  (biasa)  sama dengan KUHP Indonesia

maksimum lima tahun penjara, ialah KUHP jerman (Pasal 242). Delik pencurian yang

dipidana berat di jerman, ialah penucurian dengan membongkar atau memanjat (sama

Pasal 363 KUHP Indonesia); barang yang dilindungi (disegel); pencurian profesional;

pencurian barang yang penting bagi sains,  seni,  sejarah,  pengembangan teknologi,

pencurian dengan mengeksploitasi orang lain yang tidak berdaya, dalam kecelakaan,

atau  bahaya  umum,pencurian  senjata  genggam,  yang  disyaratkan  untuk

45Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika,2009).Ibid. Hlm. 102
46Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika,2009).Ibid. Hlm. 103
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menguasainya  diharuskan ada izin,  senjata  otomatis,  senapan otomatis  penuh atau

semi, atau senjata militer, berisi bahan peledak berdasarkan undang-undnag-undang

pengawasan senjata militer, atau bahan peledak, dipidana dari bulan sampai sepuluh

tahun penjara.47

Pasal  363 KUHP, semua bagian inti  delik  yang tercantum di dalam pasal 362

KUHP  berlaku  juga  untuk  pasal  363  KUHP,  ditambah  dengan  satu  bagian  inti

(bestanddeel)  lagi  menjadi  dasar  pemberatan  pidana.  Jika  pada  Pasal  362  KUHP

ancaman  pidananya  maksimum lima  tahun  penjara,  maka  pada  pasal  363  KUHP

menjadi maksimum tujuh tahun penjara. Bagian inti tambahan itu ialah:

- Pencurian ternak;

- Pencurian karena kesempaatan  ada kebakaran,  letusan,  banjir,  gempa bumi

atau laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta

api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;

- Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau

tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

- Pencurian  yang  untuk  masuk  ke  tempat  melakukan  kejahatan  atau  untuk

sampai  pada barang yang di  ambil,  dilakukan  dengan merusak,  memotong

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

pakaian jabatan palsu.

47Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika,2009).Ibid. Hlm. 104
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Pencurian  ini  disebut  pencurian  dengan  pemberatan.  Membiarkan  ternak

berkeliaran di kebun di padang rumput atau di padang rumput kering, baik tanah yang

sudah ditaburi dan seterusnya diancam dengan pidana berdasarkan pasal 459 KUHP

dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah (sangat tidak

sesuai lagi sekarang). Ternak dapat dirampas.48

Pasal 364 mengenai pencurian ringan, jika nilai  barang yang dicuri tidak lebih

dari dua ratus lima puluh rupiah, yang berarti pasal ini adalah pasal tidur, menunggu

adanya  undang-undang  yang  mengubahnya  menjadi  sesuai  dengan  nilai  rupiah

sekarang, mislanya dinaikkan 10.000 kali,  jadi menjadi dua juta lima ratus rupiah.

Pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan dan seterusnya.

Pasal  365  KUHP  sudah  diuraikan  di  dalam  Bab  II  tentang  delik  kekerasan.

Berdasarkan Pasal 367 KUHP, pencurian termasuk pembantuan antarkeluarga, yaitu

antara suami dan istri yang tidak terpisah meja dan tempat tidur tidak dapat dilakukan

penuntutan. Akan menjadi delik aduan jika terjadi pisah meja dan tempat tidur antara

mereka atau prncurian antara keluarga (sedarah dan semenda) sampai derajat kedua

(misal  antara  saudara  kandung  atau  ipar).  Begitu  pula  jika  kekuasaan  orang  tua

dijalankan oleh orang yang berdasarkan lembaga matrilinia seperti di minangkabau.

Pidana tambahan berupa hak dapat dikenakan dalam delik pencurian yang tercantum

pasal 362, 363, dan 365 KUHP (Pasal 366).49

48Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika,2009).Ibid. Hlm. 105
49Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika,2009).Ibid. Hlm. 106



36

Pasal  366  dalam  hal  pemidanaan  berdasarkan  salah  satu  perbuatan  yang

dirumuskan  dalam  pasal  362,  363  dan  365  dapat  dijatuhkan  pencabutan  hak

berdasarkan pasal 35 No. 1-4.

Pasal 367:

1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah
suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan
ranjang  atau  terpisah  harta  kekayaan,  maka  terhadap  pembuat  atau
pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah
harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik
dalam garis  lurus  maupun dalam garis  menyimpang  derajat  kedua,  maka
terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntut jika ada pengaduan
yang terkena kejahatan.

3) Jika  menurut  lembaga matriarkal,  kekuasaan bapak dilakukan oleh  orang
lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku
juga bagi orang itu.
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2.5 Kerangka Pikir

Kitab Undang-UndangHukumAcara Pidana

(Pasal 184 Ayat 1)

Peran Alat Bukti Keterangan Saksi Untuk Memberikan

Keyakinan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana

Pencurian Di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo

Peran  alat  bukti keterangan  saksi

untuk memberikan keyakinan  hakim

dalam memutus perkara tindak pidana

pencurian:

 Kualitas  Alat Bukti  keterangan

saksi merujuk pada pasal 1 Angka

26 KUHAP.

 Kuantitas  Alat  Bukti  merujuk

pada Pasal 184 Ayat 1 KUHAP.

Sistem  pembuktian  alat  bukti  dalam

perkara tindak pidana pencurian:

- Pembuktian  berdasarkan  Undang-

Undang secara positif.

- Pembuktian  berdasarkan  Undang-

undang secara negatif.

Terwujudnya Kualitas Keterangan Saksi
Dalam Pembuktian.
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2.6 Definisi Operasional

1. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk 

dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di siding 

pengadilan.

2. Putusan merupakan segala bentuk kehendak dalam memberikan suatu kepastian

yang berkekuatan hukum tetap.

3. Hakim adalah  pejabat  peradilan  Negara yang diberi  wewenang oleh  Undang-

Undang untuk mengadili. 

4. Pembuktian  adalah  suatu  proses  menentukan  substansi  atau  hakekat  adanya

fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis

terhadap fakta pada masalalu yang tidak terang menjadi fakta yang terang dalam

hubungannya di dalam perkara pidana. 

5. Tindak pidana pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki

secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling

lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif pada hakekatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan

sebagai  norma  atau  akidah  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  dan  menjadi  acuan

perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji medefinisikan

penelitian  hukum normatif,  adalah  penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  cara

meniliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Penilitian hukum normatif yang meneliti dan menelaa bahan pustaka, atau data

sekunder,  maka  penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  hukum

kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.50

3.2 Objek Penelitian 

Objek atau fokus kajian penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto,

dan Sri Mamudji terdiri atas: 

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;

b. Penelitian terhadap sistematika hukum;

c. Penelitian terhadap tarap sinkronisasi hukum;

d. Penelitian sejarah hukum, dan

e. Penelitian perbandingan hukum;51

50Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta disertasi, 
(Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm. 66
51Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum, Loc.Cit. Hlm. 67
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Objek  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri

Gorontalo Nomor 178/Pid.B/2020/PN GTLO.

3.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan tempat diperolehnya data. Sumber bahan dalam

penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data

sekunder,  yakni  bahan  yang  diperoleh  dari  kepustakaan  atau  literatur  yang  ada

hubungannya  dengan  objek  penelitian.  Bahan  hukum  yang  dipergunakan  untuk

dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer, Menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan

hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.  Bahan hukum

primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

b. Bahan  Hukum  Sekunder,  Berupa  semu  apa  semua  publikasi  tentang

hukum yang bukan merupakan dokumentasi-dokumentasi resmi. Publikasi

tentang  hukum meliputi  buku-buku  teks,  kamus-kamus  hukum,  jurnal-

jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.52

3.4 Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, dilakukan dengan

metode kajian pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan

metode  menggunakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  referensi-

52Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum,, Loc.Cit. Hlm. 67
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referensi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut

sebagai penelitian hukum kepustakaan.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.

"Penelitian hukum normatif, menggunakan landasan analisis yaitu; Norma hukum

positif, yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuaan hukum

tetap), dan Doktrin (pendapat sarjana) ketiga dasar tersebut mempunyai urutan secara

hirarkis."
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Peran  Alat  Bukti  keterangan  Saksi  Untuk  Mempengaruhi  Keyakinan

Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pencurian.

Kekuatan alat bukti atau juga disebut sebagai efektivtas alat bukti terhadap suatu

kasus sangat tergantung dari beberapafaktor. Sebut saja faktor itu adalah psiko-sosial

(kodeetika, kualitas sikap penegak hukum, dan hubungan dengan warga masyarakat)

dan  partisipasi  masyarakat.  Salah  satu  fungsi  hukum adalah  baik  sebagai  kaidah

maupun  sebagai  sikap  tindak  atau  perilaku  teratur  adalah  membimbing  perilaku

manusia sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum

secara ilmiah. Suatu sikap tindak atau perilaku hukum yang di anggap efektif, apabila

sikap dan perilaku pihak lain menuju kesatutujuan yang dikehendaki, artinya apabila

pihak  lain  itu  mematuhi  hukum.  Tetapi  kenyataannya  tidak  jarang  orang  tidak

mengacu  atau  bahkan  melannggar  dengan  terang-terangan,  yang berarti  orang  itu

tidak taat hukum.53

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil,  tetapi hukum

acara pidana itu barulah bekerja bila ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana.

Setelah  itu  dimulailah  tugas  penyidik  yang  bersifat  refresif  dengan  melakukan

penyusutan tentang apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, guna menetapkan

dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyelidikan  dan  siapa  bertanggungjawab  atas

53JendryKaligis,  PenerapanAlatBukti  Oleh  Hakim  Lex  crimen.vol.II/No.4/Agustus/2013.
Hlm. 25
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terjadinya tindak pidan aitu. Bahan-bahan yang diperoleh polisi dengan beberapa cara

merupakan  petunjuk  untuk  menemukan  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  itu.

Bahan-bahan  itu  dapat  diperoleh  antara  lain  dengan  cara  mendengar  orang  yang

mengetahui  atau  yang  menyaksikan  sendiri  hal-hal  yang  mempunyai  hubungan

dengan perbuatan pidana atau orang yang disangka telah melakukan tindak pidana.

Mereka  yang memberikan  keterangan  disebut  saksi,  jadi  saksi  adalah  orang yang

dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  dan

peradilan  tentang  suatu  perkara  yang  ia  dengar  sendiri,  lihat  sendiri,  dan  alami

sendiri.

“Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa

keterangan  saksi  mengenai  suatu  peristiwa  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  lihat

sendiri, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan.” (Pasal 1 sub

27).  Alat-alat  bukti  tersebut  digunakan  oleh  aparat  penegak  hukum dalam  usaha

mencari kebenaran materil.54

4.1.1 Kualitas Alat Bukti Keterangan Saksi Merujuk Pada Pasal 1 Angka 26

KUHAP

Pengertian dari saksi dicantumkan di dalam pasal 1 butir 26 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: 

‘’Saksi  adalah  orang  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna
kepentingan, penyidikan, penunututan dan peradilan tentang suatu perkara pidana
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

54Bastiano Nugroho, PerananAlatBukti, (Surabaya: Yuridika, 2017). hlm. 20
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Sedangkan yang dimaksud dengan, keterangan saksi adalah salah satu alat
bukti  dalam  perkara  pidana  yang  berupa  keterangan  dari  saksi  mengenai  suatu
peristiwa  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan  ia  alami  sendiri  dengan
menyebut  alasan  dari  pengetahuannya  itu (Pasa  1  butir  27  Kitab  Undang-
UndangHukum acara Pidana).55

DalamPasal  185  ayat  (5)  KUHAP  dinyatakanbahwabaik

“pendapatmaupunrekaan,  yang  diperolehdarihasilpemikiransaja,

bukanmerupakanketerangansaksi.”

Di dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) dikatakan: 

“Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang di peroleh dari orang lain
atautestimonium de auditu”. 

Dengan demikian, terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang

diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah. Keterangan demikian berupa

keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu,

atau apa yang ada di dalam ilmu hukum acara pidana disebut testimonium de auditu

atau hearsay evidence.

Dalam Pasal 301 ayat (1) HIR dahulu, hanya dikatakan bahwa keterangan

saksi  haruslah  mengenai  hal-hal  dan  keadaan-keadaan  yang  dialami,  dilihat,  atau

didengar  olehnya  sendiri.  Menurut  pendapat  penulis,  sesuai  dengan  penjelasan

KUHAP  yang  mengatakan  kesaksian  de  auditu  tidak  diperkenankan  sebagai  alat

bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran

material,  dan  pula  untuk  perlidungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  dimana

keterangan  seorang  saksi  yang  hanya  mendengar  dari  orang lain,   tidak  terjamin

55C.DjismanSamosir, S.H.,M.H, Hukum Acara Pidana,(Bandung: Nuansa Aulia,2013). 
Hlm.129
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kebenarannya.  Makakesaksiande  audituatauhearsey  evidence

patuttidakdipakaidiindonesia pula.56

Namundemikian,  kesaksiande  audituperlu  pula  didengar  oleh  hakim,

walaupuntidakmempunyainilaisebagaibuktikesaksian,

tetapidapatmemperkuatkeyakinan  hakim  yang  bersumberkepadaduaalatbukti  yang

lain.

Berhubungdengantidakdicantumkannyapengamatan  hakim

sebagaialatbuktidalamPasal  184  KUHAP,  makakesaksiande

auditutidakdapatdijadikanalatbuktimelaluipengamatan  hakim,

mungkinmelaluialatbuktipetunjuk,  yang  penilaian  dan

pertimbangannyahendaknyadiserahkankepada hakim.57

Hal ini berarti, bahwa keterangan-keterangan seseorang yang tidak pernah

dijumpai  hakim,  dijadikan  alat  bukti.  Pokok  pikiran  supaya  kesaksian  harus  di

ucapkan dihadapan hakim sendiri bertujuan supaya hakim dapat menilai keterangan-

keterangan saksi  itu,  ditinjau  dari  sudut dapat  atau tidak dapat  dipercaya,berdasar

tinjauan terhadap pribadi saksi, gerak-geriknya, dan lain-lain.

Suatu  hal  yang sukar  dipertanggungjawabkan  dan  membuka  pintu  untuk

untuk memperbesar  jumlah putusan hakim yang didasarkan keterangan-keterangan

yang  tidak  berdasarkan  kenyataan-kenyataan.  Oleh  karena  ini  bukan  yang  tidak

diketahui oleh umum benar tidaknya sesuatu keterangan yang diucapkan seseorang,

56 Andi Hamzah,Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta:SinarGrafika,2009). Hlm. 260
57 Ibid. Hlm. 261
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apalagi  bila  ia  termasuk  golongan  yang  belum dapat  dikatakan  golongan  cerdas,

sedikit banyak teragantung iklim tempat ia memberi keterangan-keterangan itu. 

Keterangan  de auditu,  rasanya lebih tepat,  tidak diberi  daya bukti.  Yang

dapat dianggap mempunyai dasar kebenaran. Dalam keterangan demikian, hanyalah

kenyataan diceritakan keterangan-keterangan tersebut kepada saksi de auditu.58

Dalam beberapa kasus yang peneliti  pelajari  mengenai kualitas alat  bukti

keterangan saksi dalam putusan hakim  Pengadilan Negeri Gorontalo perkara nomor

178/Pid.B/2020/PN Gto berdasarkan keterangan saksi yang bernama Abdul Rahman

Habibie di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan

dalam BAP tersebut menyatakan bahwa saksi dalam hal ini tidak mengetahui kapan

dan  dimana  perisitiwa  pencurian  tersebut  terjadi  dan  saksi  hanya  mengetahui

penjualan  handphone tersebut  melalui  forum jual  beli  yang terdapat  diakun sosial

media milik saksi yaitu  Facebook. Dalam transaksi tersebut saksi tidak mengetahui

bahwa handphone yang dijual tersebut merupakan hasil curian.

Untuk  itu  penuntut  umum  dalam  tuntutan  pidananya  meminta  kepada

majelis hakim agar terdakwa dipidana penjara selama 1 (Satu) tahun dengan perintah

agar  terdakwa  tetap  berada  dalam  tahanan.  Tetapi  dalam  hal  ini  majelis  hakim

menimbang bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa,

majelis  hakim  tidak  sependapat  dengan  lamanya  terdakwa  menjalani  hukuman

tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa maupun dalam

masyarakat.

58 Ibid. Hlm. 262
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 Disamping  mempertimbangkan  yuridis  sebagaimana  tersebut  diatas,

majelis hakim juga perlu mempertimbangkan juga faktor-faktor lainnya yang dapat di

jadikan pertimbangan mana perlu majelis hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung

jawaban  terhadap  ilmu  hukum  itu  sendiri,  Hak  asasi  terdakwa,  masyarakat  dan

negara,  pertanggung jawaban terhadap diri Majelis  Hakim itu sendiri  serta ‘’Demi

Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  dan  di  anggap  adil  serta

manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

 Bahwa  penjatuhan  hukuman  bukanlah  bersifat  pembalasan  melainkan

sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan

bukanlah  bermaksud  untuk  menurunkan  martabat  terdakwa,  tetapi  adalah  bersifat

edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi

perbuatan kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan

preventif bagi masyarakat lainnya.

 Sehingganya  Majelis  Hakim  menjatuhkan  pidana  penjara  selama  9

(sembilan)  bulan  dan  menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan terdakwa

tetap ditahan.

Berbeda  dengan  halnya  Putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri

Gorontalo  dengan  perkara  nomor  221/Pid.B/2017/PN.Gto  berdasarkan  keterangan

saksi yang bernama Samsudin Sako dalam Berita  Acara Pemeriksaan (BAP) serta

membenarkan  keterangan  dalam  BAP  tersebut  menyatakan  bahwa  saksi  tidak
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mengetahui bahwa 1 (Satu) buah Televisi  merk polytron  LCD 32 inci warna hitam

tersebut adalah barang curian.

Dinyatakan  bersalah  melakukan  perbuatan  sebagaimana  dalam  dakwaan

penuntut umum pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Dalam  hal  ini  Majelis  Hakim  tanpa  menimbang  tentang  pertimbangan

dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri terdakwa, perrtimbangan mana

yang  perlu  Majelis  Hakim uraikan sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban terhadap

ilmu hukum itu sendiri,  Hak asasi  terdakwa,  masyarakat  dan negara,  pertanggung

jawaban diri Majelis Hakim sendiri “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang

dilakukan  oleh  terdakwa Majelis  Hakim juga  tidak  mempertimbangkan  mengenai

penjatuhan  hukuman  yang  berdasarkan  prinsip-prinsip  penjatuhan  pidana  yang

bersifat  edukatif,  konstruktif  dan  motivatif  dengan  harapan  agar  terdakwa  tidak

mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan.

Dalam  amar  putusan  Pengadilan  Negeri  Gorontalo  Majelis  Hakim

menjatuhkan  pidana  terhadap   terdakwa  selama  2  (dua)  Tahun  dikurangi  selama

terdakwa berada dalam tahanan sementara, oleh karena itu terdakwa dipidana penjara

selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) bulan.

Pada prinsipnya kualitas alat  bukti  keterangan saksi perlu dan penting di

perhatikan  dalam melakukan pemeriksaan di pengadilan agar  supaya terpenuhinya

kualitas saksi yang sebenarnya, dalam hal kesaksian  de auditu pada dasarnya tidak

dapat dijadikan alat bukti yang sah tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim.
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Menurut analisis penulis pada prinsipnya keterangan saksi perlu dan penting

diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan di pengadilan agar supaya terpenuhinya

kualitas  saksi  yang  sebenarnya,  kesaksian  merupakan  kepastian  yang  diberikan

kepada  hakim  dipersidangan  tentang  peristiwa  pidana  yang  terjadi  dengan

pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam

perkara pidana yang di panggil dipersidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh

saksi yang diperoleh dari orang lain atau de auditu dan secara berpikir pada dasarnya

tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim.

4.1.2 KuantitasAlatBuktiMerujuk Pada Pasal 184 Ayat 1 KUHAP 

TidakdisebutAlatbuktikesaksianahlidigabungkandenganbuktikesaksian.  Yang

lain  dari  pada  yang  tercantumdalam  KUHAP  kita,  ialahreal  evidence

yangberupaobjekmateril  (materil  object)  yang meliputitetapitidakterbatasataspeluru,

pisau,  senjataapi,  perhiasanintanpermata,  televisi,  dan  lain-lain.  Benda-

bendainiberwujud. Real evidence inibiasadisebutbukti yang berbicarauntukdirisendiri

(speaks  for  it  self).Buktibentukinidipandang  paling  bernilaidibandingbukti  yang

lain.59

Dalamsetiappemeriksaan, apakahitupemeriksaandengan acara biasa, acara sin

gkat,  maupun  acara  cepat,  setiapalatbuktiitudiperlukangunamembantu  hakim

untukpengambilankeputusannya.  Adapunalatbukti  yang  sahmenurutUndang-

UndangNomor 8 Tahun 1981 diaturdidalamPasal 184 Kitab Undang-UndangHukum

Acara Pidana yang terdiriatas:

59Andi Hamzah,Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta:SinarGrafika,2009). Hlm. 254
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a. Keterangansaksi

b. Keteranganahli

c. Surat

d. Petunjuk

e. Keteranganterdakwa

Alat-alatbuktiinisangatperlukarena  hakim

tidakbolehmenjatuhkanpidanakepadaseseorangkecualiapabiladengansekurang-

kurangnyaduaalatbukti  yang  sah  dan  hakim

memperolehkeyakinanbahwasuatutindakpidanabenar-benarterjadi  dan  terdakwalah

yang  melakukanperbuatanitu.  Dengandemikianalatbuktiitusangatpenting  di

dalamusahapenemuankebenaranataudalamusahamenemukansiapakah  yang

melakukanperbuatantersebut.

Sebagaimana  yang

telahdikemukakansebelumnyabahwadasarpenuntutanbagijaksapenuntutumumharusbe

rdasarkanalat-alatbukti yang sahsebagaimanadiatur di dalampasal 184 Kitab Undang-

UndangHukum  Acara  Pidana.  Demikian  juga  hakim

dalammemutusperkarapidanaharusberdasarkanPasal  184  Kitab  Undang-

UndangHukum  Acara  Pidana.  Alat-alatbukti  yang  ditetapkan  di  dalamPasal  184

Kitab  Undang-UndangHukum  Acara  Pidanatersebutharusbenar-

benarsesuaidenganfakta, artinyatidakadarekayasa.60

60C.DjismanSamosir, S.H.,M.H, Hukum Acara Pidana,(Bandung: Nuansa Aulia,2013).Hlm. 127
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Kekuatanpembuktiandarialat-alatbuktitersebut  pada

umumnyadiserahkansepenuhnyakepada  hakim.  Namununtukketerangansaksi  dan

keteranganterdakwaharusdikuatkan  oleh  alat-alatbukti  lain  agar

dapatmembuktikanperbuatan yang di dakwakan. (Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) jo.

Pasal 189 ayat (4) KUHAP).61

Dalambeberapaputusan yang penelitipelajarimengenaikuantitasalatbukti  yang

terdapatdalamPutusanPengadilan  Negeri  Gorontalo  nomor  178/Pid.B/2020/PN.

Gtoberdasarkanalatbukti  dan  barangbukti  yang diajukandiperolehfakta-faktahukum,

bahwasetelahmendengarketerangansaksi-saksi  dan

terdakwasertamemperhatikanbarangbukti  yang

diajukandipersidanganuntukmembuktikandakwaanpenuntutumumtelahmengajukansa

ksi-saksisebagaiberikut:

1. IsranKabula Alias PURNOMO

Bahwasaksipernahdiperiksapenyidik dan pernahmenandatanganiBerita  Acara

Pemeriksaansaksitidaktidakkenal  dan

tidakmempunyaihubungankeluargadenganterdakwa,

sehubungandenganperkarapencurian handphone xiomiredmi6 warnahitammiliksaksi,

terdakwa  juga  mengambilhandphonemerk  vivo

miliksaksisitinukba,kejadianpencuriantersebutterjadi  pada  hariselasatanggal  14  juli

2020 sekitarpukul 01.00 Witabertempat di RumahSakit Aloe Saboelantai 2 ruangan

G3  kamar  202,

61AnangPriyanto. M.Hum, Hukum Acara PidanaIndonesia,(Yogyakarta: Ombak,2012). Hlm. 89
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saksitidakmengetahuicaraterdakwamengambilhandphonetersebutkarenasaksidalamke

adaantidur,  bapaksaksisedangsakitkemudiansebelumtidursaksimeletakanhandphone

diatasmeja,namun  pada  pukul  02.00  witasaksidibangunkan  oleh  kakaksaksikarena

pada  saatitubapakkambuhpenyakitnya,namunketikakakaksaksimeminjamhandphone

untukmenghubungikeluarga  yang  adadikampungnamun  pada

saatituhandphoemiliksaksitidakberada  di  atasmeja.  Kemudiansaksimelihatrekaman

CCTV  darirumahsakitdimanaterdakwa  yang  mengambilhandphone  miliksaksi  dan

saksi Siti Nukbadengancaramasuklewatpinturuanganpasiendirawat dan saatitu orang

dalamkeadaantidur.  Sehingganyasaksimembenarkanbarangbukti  yang

diperlihatkandipersidangan,  untukituterhadapketerangansaksiterdakwatidakkeberatan

dan membenarkannya.

2. Abdul Rahman Habibie

Saksipernah  di  periksapenyidik  dan  pernahmenandatanganiBerita  Acara

Pemeriksaan  BAP  sertamembenarkanketerangandalam  BAP  tersebut,  saksi  juga

tidakmemilikihubungankeluargadenganterdakwa,

sehubungandenganperkarapencurianhandphone  xiomiredmi6  dimanahandphone

tersebutsaksi yang membelinyadengancaratukartambah, saksitidakmengetahuaikapan

dan  dimanakejadianpencurianhandphone,saksimendapatkan  info

penjualanhandphone  di  media  sosialdalamakunfacebookforum  jualbeli  dan

menawarkanpenjualanhandphone  dan  pemilikakunfacebookatasnama  Adrian,

setelahitusaksimengomentarikolomkomentardengankalimattukartambahdengansamsu

ng J5 prime akhirnyasaksimenambahkanRp. 370.000,00 (tigaratustujuhpuluh rupiah),
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kemudianpemilikakun  an.  Adrian  langsungmenemuisaksidirumahsaksi  di

jalanTamalatesekitarpukul  15.10  Wita  pada

saatpertemuantersebutterdakwalangsungmenawarkankepadasaksihandphone  merek

vivo  Y  71  dan  handphone  redmi6

sehinggasaksilangsungmemeriksakondisimasihbagussedangkanhandphone merekvivo

Y7  dalamkeadaanretak  LCD

handphone.Sebelummelakukantransaksijualbelihandphone

saksisempatmenanyakankepadaterdakwakepemilikanhandphone xiomiredmi6 di akui

oleh  terdakwaadalahmiliktemanterdakwa,  sedangkanhandphone  merekvivo   Y7  di

akuiadalahmilikterdakwasendiri.  Saksitidakmengeahuikalau  handphone  yang

telahditawarkan  oleh  terdakwaadalahhandphone  darihasilcurian,

terhadapketerangansaksitersebutterdakwatidakkeberatan dan membenarkannya.

3. Siti Nukba

Saksi  pada  saatdiperiksadalamkeadaansehatjasmani  dan

rohanisaksibersediamemberikanketerangan yang benar, handphone saksi yang hilang

pada saatituadalahha ndphone merk xiomiredmi6 warnahitam, pencurianterjadi pada

hariselasatanggal  14  juli  2020  sekitarpukul  01.00  bertempat  di  RumahSakit  Aloe

Saboe,  handphone  saksidisimpan  di  mejapasien  yang  saksijaga  dan   handphone

tersebutdalamkeadaantercarger,  nantipaginyasaksimengetahuikalauhandphone

miliknyasudahtidakada  di  atasmeja  dan  begitu  juga  dengansaksiIsranKabula,

kerugian  yang  di  alamisaksisekitarRp.  2.200.000,00  (duajutaduaratusribu  rupiah)

sedangkankeluargapasien  yang  disebelahkerugianhandphone  miliknyasekitarRp.



54

1.900.000,00  (  satujutasembilanratusribu  rupiah),

terhadapketerangansaksidibacakantersebut,

terdakwamemberikanpendapatbahwatidakkeberatan dan membenarkannya.

Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai

berikut:

Terdakwa  pernah  diperiksa  penyidik  serta  menandatangani  Berita  Acara

Pemeriksaan (BAP) dan keterangan adalah benar,terdakwa mengerti di hadirkan di

persidangan  karena  perkara  pencurian  handphone  milik  saksi  Isran  Kabula  alias

Purnomo dan saksi Siti  Nukba,  handphone  yang di ambil  oleh terdakwa adalah 1

(satu)  unit handphone xiomi redmi  6 warna hitam milik saksi Siti Nukba. Kejadian

pencurian  terjadi  pada  hari  selasa  tanggal  14  juli  2020 sekitar  pukul  01.00  Wita

bertempat di Rumah Sakit  Aloe Saboe lantai  2 ruangan G3 kamar 202 Kelurahan

Wongkaditi  Timur  Kecamatan  Kota  Utara  Kota  Gorontalo.  Sebelumnya  terdakwa

dari rumah mengendarai sepeda motor milik teman yang bernama Ruli dan langsung

menuju ke belakang rumah sakit, kemudian sepeda motor terdakwa parkir dibelakang

rumah sakit dan selanjutnya terdakwa masuk ke halaman Rumah Sakit Aloe Saboe

dengan cara memanjat tembok dengan melewati tangga, selanjutnya terdakwa menuju

ke gedung G3 dan melihat salah satu kamar pasien rumah sakit kamar 202 dalam

keadaan  pintu  terbuka  yang  ditempati  2  (dua)  orang  pasien  dalam  satu  kamar.

Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar  tersebut  dan melihat  para  pasien  dan

keluarga pasien yang ada di dalam kamar masih terlelap tidur sehi  ngga dengan

mudah terdakwa dapat masuk ke dalam kamar 202 kemudian terdakwa melihat  1
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(satu)  unit  handphone xiomi redmi  6 warna hitam milik  saksi Isran Kabula Alias

Purnomo  terletak  di  meja  kamar  lalu  terdakwa  langsung  mengambil  handphone

tersebut  kemudian  terdakwa melihat  lagi  1  (satu)  unit  handphone merk vivo  Y71

warna hitam milik saksi Siti Nukba yang terletak dimeja lainnya tetapi masih dalam

kamar pasien yang sama terdakwa juga mengambilny, setelah terdakwa mengambil

handphone tersebut,  selanjutnya terdakwa keluar kamar pasien dan melewati  jalan

yang semula pada saat  terdakwa masuk ke Rumah Sakit  Aloe Saboe,  handphone

terdakwa jual beli atau tukar tambah kepada saksi Abdul Rahman Habibie, para saksi

dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

 1 (Satu) buahhandphone merk xiomiredmi6 warnahitam

 1 (satu) buahhandphone merk vivo Y71 warnahitam

 1 (Satu) keping VCD berisirekaman CCTV

Selanjutnyamejelis hakim akanmempertimbangkanapakahberdasarkanfakta-

faktahukumtersebutdiatas,  terdakwadapatdinyatakantelahmelakukantindakpidana

yang  di  dakwakankepadanya,  bahwaterdakwatelahdidakwa  oleh

penuntutumumdengandakwaantuggalsebagaimanadiaturdalamPasal 363 ayat (1) ke-3

Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnyasebagaiberikut:

1. Barangsiapa;

2. Mengambilbarangsesuatu;

3. Yang seluruhnyaatausebagiankepunyaan orang lain;

4. Denganmaksuduntukdimilikisecaramelawanhukum



56

Untukmenjatuhkanpidanaterhadapterdakwa,

makaperludipertimbanganterlebihdahulukeadaan  yang  memberatkan  dan  yang

meringankanterdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

 Perbuatanterdakwa yang meresahkanmasyarakat

Keadaan yang meringankan:

 Terdakwabelumpernahdihukum

 Terdakwaberterusterangsehinggamemperlancar  proses  pemeriksaan  di

persidangan.

 Terdakwaberlakusopanselamapersidangan

Oleh  karenaterdakwadijatuhipidanamakahruslahdibebani  pula

untukmembayarbiayaperkara.

Memperhatikan,  Pasal  363  Ayat  (1)  Ke-3  KUHP  Jo  Pasal  65  Ayat  (1)

KUHP  dan  Undang-UndangNomor  8  Tahun  1981  tentangHukum  Acara

Pidanasertaperaturanperundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. MenyatakanTerdakwaYomanLahay  Alias  Yomantelahterbaktisecarasah  dan
meyakinkanbersalahmelakukantindakpidana“
PencurianDalamKeadaanMemberatkan” sebagaimanadalamdakwaantunggal.

2. MenjatuhkanpidanaterhadapterdakwaYomanLahay  Alias  Yoman  oleh
karenaitudenganpidanapenjaraselama 9 (sembilan) bulan.

3. Menetapkan  masa  penahanan  yang
telahdijalaniTerdakwadikurangkanseluruhnyadaripidana yang dijatuhkan.

4. MemerintahkanTerdakwatetapditahan.
5. Menetapkanbarangbuktiberupa:

 1  (Satu) unut handphone merk xiomiredmi6 
warnahitamdikembalikankepadasaksi korban IsranKabula Alias Purnomo
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 1 (Satu) unit handphone merk vivo Y71 
warnahitamdikembalikankepadasaksi korban Siti Nukba.

 1 (Satu) keping VCD berisirekaman CCTV dirampasuntukdimusnahkan.

BerbedadenganhalnyaputusanPengadilan  Negeri  Gorontalo  nomor

221/Pid.B/2017/PN.  Gtoberdasarkanalatbukti  dan

barangbuktibahwauntukmembuktikandakwaannyaPenuntutUmumtelahmengajukanSa

ksi-saksisebagaiberikut:

1. Saksi  korban  YantiLakoro  alias  Yantidibawahsumpah  pada

pokoknyamenerangkansebagaiberikut:

Pada  harikamis,  tanggal  2  Februari  2017,  sekitarpukul  04.00  Wita,

bertempatdirumahmiliksaksi  korban dikelurahandonggal,  Kec.  Hulonthalangi,  Kota

Gorontalo,  terdakwatelahmencuri  1  (satu)  buahTelevisimerk  polytron  LCD  32

inciwarnahitam,  3  (tiga)  buahhandphone  yaitu  1  (satu)  buah  Android  merk

Advanwarnaabu-abu,  1  (satu)  buahmerksamsungwarnahitam  dan  1  (satu)

buahhandphone  merk  mitowarnahitam.  Sebelumdicuri,  1  (satu)  buahTelevisimerk

polytron LCD 32 inciwarnahitamtersebutberada di ruangantengahrumahsaksi korban,

sedangkan  1  (satu)  buahhandphone  merk  samsungwarnahitam  dan  1  (satu)

buahhandphone  merk  mitowarnahitamberadadiatasmeja  di  sampingtelevisi  dan  1

(satu)  buahandroid  merekadvanwarnaabu-abu,  saksi  korban  letakkandiatasspeaker

yang beradaagakjauhdaritelevisinamunmasihdiruangtengahrumahsakit  korban.  Saksi

korban  barumengetahuiadabarang-barangmiliksaksi  korban  yang  hilangketikasaksi

korban  terbangun  pada  pukulsetengahenampagidimanadaatitusaksi  korban

melihattelevisi yang berada di ruangtengahsudahtidakadalagi dan ketikasaksi korban
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memeriksalebihlanjutternyatahandphone  merk  samsung dan  mitomiliksaksi  korban

yang berada di atasmeja di samping TV juga hilangsertahandphone merk advanyang

sebelumnyaberada  di  atasspeaker yang  juga  berada  di

ruangtengahtidakadalagipadahalsaatituhandphone  tersebutsedangdicars,

kemudiansaksisudahmengecekseluruhrumah  dan  bertanyakepadaanakdarisaksi

korban  tentangbarang-barangtersebutnamunanakdarisaksi  korban  juga

tidakmengetahuinya.  Setelah  saksi  korban  memeriksakeadaanrumahmiliksaksi

korban, ternyatapinturumahsaksi korban tidakada yang rusak, laluSaksi Idris Lakoro

alias  Idris  (adikdarisaksi  korban)  yang  tinggaldisampingrumahsaksi  korban

mengatakankepadasaksi  korban bahwasaksi  Idris  Lakoromelihat  pada  pukul  03.30

Witapintudapurrumahdalamkeadaanterbuka  dan  saksi  korban

mengatakanbahwasepengetahuansaksi  korban  bahwsebelumsaksi  korban  tidur,

pintutersebutsudahterkunci.  Terdakwamasukkedalamrumahmiliksaksi  korban

dengancaramembukapalangpintudapurbagianatas  dan  langsungmenujuruangtengah,

pintudapursaksi  korban  hanyaterbuatdarikayu  dan  palangpintunya  pun

hanyaterbuatdarikayu,

tetapiadaselahdibagianataspintusehinggatangandapatdimasukandariluarpintuuntukme

mbukapalang.  Awalnyasaksi  korban  tidakmengetahuisiapa  yang

melakukanpencuriandirumahsaksi korban namunkemudianadapengemudibentor yang

memberitahukanbahwaada  orang  yang  maumenjual  3  (tiga)

buahHandphone,setelahditanyakanMerk  nyaternyatasamadengan  Hp  miliksaksi

korban yang hilang dan akhirnyasaksi korban dapatmengetahuibahwaterdakwa yang
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telahmengambilbarang-barangmiliksaksi  korban.  Terdakwamengambilbarang-

barangmiliksaksi korban berupa 1 (satu) buahTelevisiwarnahitamMerk Polytron LCD

32  inci  dan  3  (tiga)  buahhandphone  yakni  1  (satu)  buahAndroidMerk

Advanwarnaabu-abu,  1  (satu)  buahhandphone  Merk  Samsung  warnahitam,  dan  1

(satu)  buahhandphone  merk  Mito  warnahitamtersebutadalahtanpapersetujuan  dan

sepengetahuansaksi  korban.  Saksi  korban,  suami  dan  anak-anaknyasaksi  korban

sedangtertidurdirumahsaksi  korban  saatTerdakwamencuribarang-barangmiliksaksi

korban,  akibatperbuatanTerdakwa,  saksi  korban  menderitakerugian  yang  di

taksirlebihdariRp.  1.000.000-   (satujuta  rupiah).  Saksi  korban

membenarkanbarangbukti yang diajukandalamperkarainiberupa 1 (satu) buahtelevisi

merk Polytron  LCD 32 inciwarnahitam, 1 (satu) buahhandphone merk Mito,  dan 1

(satu)  buahhandphone  merk  samsungadalahsebagianbarang-barang  yang

hilangdarirumahsaksi korban, Terdakwamembenarkanpendapatbahwaketerangansaksi

korban benar.

2. Saksi  Korban  Idris  Lakoro  Alias  Idris  dibawahsumpahnya  pada

pokoknyamenerangkansebagaiberikut :

Pada  harikamis,  tanggal  02  Februari  2017,  sekitarpukul  04.00  Wita,

bertempatdirumahmilikkakakdarisaksi  korban  YantiLakoro  di  KelurahanDonggal,

Kec. Hulonthalangi, terdakwatelahmencuri 1 (satu) buahTelevisimerk Polytron LCD

32  inciwarnahitam,  3  buahhandphone  yaitu  1  (satu)  buahAndroid  merk

Advanwarnaabu-abu, 1 (satu) buahhandphone merk samsungwarnahitam dan 1 (satu)

buahhandphone  merk  mitowarnahitam.
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Saksitidakmengetahuitentangpencuriantersebutkarenasaatkejadiansaksisedangberadad

irumahsaksi  yang  letaknyaberadadisampingrumahsaksi  korban  dan  pada

harikamispagi,  tanggal  02  Februari  2017,

saksibarumengetahuitentangadanyapencuriansetelahsaksi  korban

menceritakannyakepadasaksibahwa  1  (satu)  buahtelevisimerk  polytron  LCD  32

Inciwarnahitam  dan  1  (satu)  buahhandphone  merk  samsungwarnahitam,  1  (satu)

buahhandphone  merk  mitowarnahitamserta  1  (satu)  buahAndroid  merk

Advanwarnaabu-abu  yang  saksi  korban  letakan  di  atasSpeaker  yang

beradaagakjauhdaritelevisidiruangtengahrumahsaksi  korban  telahhilangdicuri.

Saksitidakmengetahuisiapa  yang  melakukanpencuriandirumahsaksi  korban

namunsaksisempatmenceritakankepadasaksikorban  bahwa  pada

harikamissaatsubuhhariyaitusekitarpukul 03.30 Wita, saksiinginkekamar mandi yang

letaknyadibelakangrumah,  kemudiansaksimelihatbahwapintudapurdarirumahsaksi

korban

terbukasedangkansepengetahuansaksibahwapintudapurselaludikuncilalusaksimenutup

pintudapurtersebutkemudiansaksimelihatkedalamrumahsaksi  korban

dimanasaatitusaksimelihatsaksi  korban

sedangtidurdiruangtengahrumahnyalalusaksikembalikerumahsaksi,

setelahmemeriksaseluruhrumahbarudiketahuibahwaterdakwamasukkedalamrumahmil

iksaksi  korban  dengancaramembukapalangpintudapurbagianatas  dan

langsungmenujuruangtengah,

palangpintudapurrumahsaksiterletakbagiandalamrumahtetapiadaselahbagianataspintu
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sehinggatangandapatdimasukandariluarpintuuntukmembukapalang.

AkibatperbuatanTerdakwa, saksi korban menderitakerugiansekitarRp. 3.500.000.00-

(tigajuta  lima  ratus  rupiah)  saksimembenarkanbarangbukti  yang

diajukandalamperkarainiberupa  :  1  (satu)  buahTelevisimerk  polytron,  1  (satu)

buahhandphone  merk  mito,  dan  1  (satu)  buahhandphone  merk

samsungadalahsebagianbarang-barang  yang  hilangdarirumahsaksi  korban,

terdakwamemberikanpendapatbahwaketerangansaksi korban benar. 

3. Saksi Feby OktavianiDumakodibawahsumpah pada pokoknyasebagaiberikut :

Saksi  korban  YantiLakoro  alias  Yantiadalahmertuadarisaksi,  pada

harikamistanggal  02  Februari  2017  pukul  04.00  Wita,

saksisedangtertidurdalamkamarmiliksaksi  korban  KelurahanDonggal,  Kec.

Hulothalangi,  kemudian  pada  sekitarpukulsetengah  6  pagi,  saksi  korban

mengetukkamartidursaksi  dan  menanyakankeberadaan  1  (satu)  buahTelevisimerk

polytron  , 3 (tiga) buahhandphone  yaitu 1 (satu) buahandroid merk advan,  1 (satu)

buahhandphone  merk  samsung,   dan  1  (satu)  buahhandphone  merk  mito,  dan

saksimenjawabsaksitidakmengetahuinya,

selanjutnyamemeriksaseluruhrumahternyatapintudapursudahdalamkeadaanterbukapa

dahalsepengetahuansaksipintutersebutsudahdalamkeadaantertutup,

laluPamandarisaksiyaitusaksi  Idris  Lakoro  yang  rumahdekatdenganrumahsaksi

korban  menceritakanbahwa  pada  saatsubuhyaitu  03.30  Wita,  ketikasaksi  Idris

Lakoroinginkekamar  mandi  yang  letaknyadibelakangrumah,

saksikemudianmelihatbahwapintudapurdarirumahsaksi korban dalamkeadaanterbuka,
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lalusaksimenutuppintudapurtersebut,  kemudiansaksimelihatkedalamrumahsaksi

korban  dimanasaatitusaksimelihatsaksi  korban  sedangtidurdiruangtengahrumahnya,

lalusaksikembalikerumahnya,  kemudiansaksitersebutmengatakankemungkinan  1

(satu) buahtelevisimerk polytron LCD 32 inci dan 3 (tiga) buahhandphone telahdicuri

orang,  saksitidakmengetahuisiapapelakupencuriantersebut  dan  tidakada  orang  yang

dicurigai. Terdakwamemberikanpendapatbahwaketerangansaksi korban benar. 

4. SaksiSamsudinSako  alias  Sam,  yang  dibacakandipersidangan  pada

pokoknyasebagaiberikut :

Pada  hariKamis,  tanggal  02  Februari  2017,  sekitarpukul  23.00  wita,

terdakwadatangkerumahsaksi  di  KelurahanLimba  B,  Kec.  Kota  Selatan  dan

menawarkan  1  (satu)  buahtelevisimerk  polytron LCD  32

inciwarnahitamlalusaksimembelinyadenganhargaRp.  1.750.000.00-

(satujutatujuhratus  lima  puluhribu  rupiah)  dan

uangnyasaksibayarkankepadaTerdakwa.  Saksitidakmengetahuibahwa  1  (satu)

buahhtelevisimerk  polytron  LCD  32  inciwarnahitamtersebutadalahbarangcurian,

saksimembenarkanbarangbukti  yang diajukandalamperkarainiberupa  :  1  (satu)  unit

televisimerk  polytron  LCD  32  inciwarnahitamadalahtelevisi  yang

saksibelidariTerdakwa.  Terdakwamemberikanpendapatbahwaketerangansaksibenar.

5. SaksiFransiskaWarastuti  Ali  alias  Tuti,  yang  dibacakan  di  persidangan  pada

pokoknyasebagaiberikut: 
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Pada  hari  kamis,  tanggal  2  februari  2017,  sekitar  pukul  09.00  Wita,

bertempat  dirumah  tempat  milik  saksi  di  kel.  Ipilo,  Kec.  Kota  Timur,  terdakwa

Ridwan Muhamad alias Aan menjual 1 (satu) buah handphone merk samsung warna

hitam  kepada  saksi  dengan  harga  Rp.  150.000,-  (seratus  lima  puluh  ribu  rupiah)

kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wita, datang dirumah tempat kos

milik saksi dan menemui saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima

puluh  ribu  rupiah)  dan  setelah  saksi  meminjamkan  uang  kepada  terdakwa  lalu

terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang yang di pinjamnya pada malam itu

juga kemudian terdakwa menitipkan 2 (dua) buah  handphone  kepada saksi, yaitu 1

(satu) buah handphone merk mito   warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk

nokia warna biru namun saksi sempat menolaknya tetapi terdakwa tetap memberikan

handphone tersebut. Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara

ini, berupa: 1 (satu) buah handphone merek samsung  adalah handphone yang saksi

beli dari terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek mito warna hitam dan 1 (satu)

buah  handphone  merk  nokia   warna  biru  adalah  2  (dua)  buah  handphone  yang

dititipkan terdakwa kepada saksi. Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan

saksi korban benar.

Terdakwa Ridwan Muhamad alias  Aan di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada hari kamis, tanggal 2 februari 2017, sekitar pukul 03.30 wita, terdakwa

sedang berada  dirumah  teman terdakwa yang bernama tein  dikelurahan  siendeng,
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kemudian terdakwa pamitan untuk pergi membeli minuman dan ketika di perjalanan,

terdakwa berhenti di depan salah satu rumah warga yang ada di kelurahan donggala,

Kec.  Hulonthalangi,  dan  timbul  niat  terdakwa  untuk  mencuri  dirumah  tersebut.

Waktu  itu  pintu maupun jendela  rumah korban dalam keadaan tertutup  kemudian

terdakwa menuju ke arah bagian dapur kemudian membuka pintu dapur dengan cara

membuka  palang  pintu  bagian  atas  dan  setelah  terbuka  terdakwa  masuk  menuju

keruangan  tengah  atau  ruangan televisi  dimana  terdakwa menganbil  1  (satu)  unit

televisi merk polytron LCD 32 inci serta 3 (tiga) buah handphone yang berada diatas

meja,  yaitu  1  (satu)  buah  abdroid  merk  advan,  1  (satu)  buah  handphone  merk

samsung   dan 1 (satu)  buah  handphone merk mito. Terdakwa mengambil  dengan

maksud untuk mejualnya dan hasil uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan

untuk  membeli  minuman  keras  bersama  teman-teman  terdakwa,  setelah  terdakwa

berhasil  mengambil 1 (satu)  unit  televisi  serta 3 (tiga)  unit handphone  dari rumah

saksi korban kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang

dengan membawa 1 (satu) televisi serta 3 (tiga) unit handphone, kemudian terdakwa

berjalan  sekitar  50  (lima  puluh)  meter  dan  bertemu  dengan  seseorang  pengedara

bentor  tersebut  membawa  ke  tempat  kos  teman  terdakwa  yang  bernama  Fiki  di

Kelurahan Ipilo, Kec. Kota Timur, kemudian pada sekitar jam 07.30 Wita, terdakwa

pergi kerumah Heri di Kelurahan Limba B Kec. Kota Selatan dengan maksud untuk

menjual  1  (satu)  buah  televisi  merek  polytron  LCD  32   inci  namun  Heri  tidak

bersedia  membelinya  dan  hanya  memberitahukan  tujuan  terdakwa  kepada  saksi

Samsudin Sako bersedia untuk membelinya, selnjutnya terdakwa kembali kembali ke
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tempat kos Fiki untuk mengambil 1 (satu) buah televisi tersebut lalu menyerahkan 1

(satu) buah televisi kepada Samsudin Sako selanjutnya terdakwa kembali ke tempat

kos.  Terdakwa  membenarkan  barang  bukti  berupa:  1  (satu)  buah  televisi  merk

polytron  LCD  32   inci,  1  (satu)  buah  handphone  merek  mito, 1  (satu)  buah

handphone merek samsung  adalah barang-barang yang terdakwa ambil dari rumah

saksi korban.

Terdakwatidakmengajukansaksi yang meringankan (a de charge).

PenuntutUmummengajukanbarangbuktisebagaiberikut:

1.  1 (satu) buahTelevisimerk polytron LCD 32 inciwarnahitam.

2.  1 (satu) buahhandphone merk mitowarnahitam.

3.  1 (satu) buahhandphone merk samsungwarnahitam.

SelanjutnyaMajelis  Hakim

akanmempertimbangkanapakahberdasarkanfakta-faktahukumtersebutdiatas,

terdakwadapatdinyatakantelahmelakukantindakpidana yang di dakwakankepadanya.

Terdakwatelahdidakwa  oleh

PenuntutUmumdengandakwaantunggalsebagaimanadiaturdalampasal 363 ayat (1) ke-

3 KUHP, yang unsur-unsurnyaadalahsebagaiberikut:

1.BarangSiapa;

2.Mengambilsesuatubarang;

3.Sebagianatauseluruhnyamilik orang lain;

4.Denganmaksuduntukmemilikibarangitudenganmelawanhak;
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Oleh

karenaseluruhunsurdaridakwaanPenuntutUmumtelahterpenuhimakadakwaanJaksaPen

untutUmumtersebutharusdinyatakanterbukti  dan

terdakwaharuslahdinyatakanbersalahmelakukanperbuatansebagaimanadalamdakwaan

PenuntutUmumtersebut.

Untukmenjatuhkanpidanaterhadapterdakwamakaperludipertimbanganterlebihdahuluk

eadaankeadaan yang memberatkan dan yang meringankanterdakwa:

Keadaan yang memberatkan

 Perbuatanterdakwameresahkanmasyarakat

 Terdakwasudahpernahdipidanasebelumnya

Keadaan yang meringankan

 Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan

 Terdakwa  masih  berusia  relatif  muda  dan  di  harapkan  terdakwa  dapat

memperbaiki sikap dan perilakunya dimasa yang akan datang

Memperhatikan,  Pasal  363  ayat  (1)  ke-  3  KUHP  dan  Undang-Undang  Nomor  8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan:

MENGADILI

1. MenyatakanTerdakwa  Ridwan  Muhamad  alias
Aanterbuktibersalahmelakukantindakpidana “PENCURIAN  DALAM
KEADAAN MEMBERATKAN”

2. Menjatuhkanpidanaterhadapterdakwa  Ridwan  Muhamad  alias  Aan  oleh
karenaitudenganpidanapenjaraselama :1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan
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3. Memerintahkan agar terdakwaditahan
4. Menetapkanbarangbuktiberupa: 

 1 (satu) buahTelevisi merk polytron  LCD 32inciwarnahitam
 1 (satu) buahhandphone merekmitowarnahitam
 1  (satu)  buahhandphone  merk

samsungwarnahitamdikembalikankepadasaksi korban YantiLakoro
alias Yanti

5. MenghukumterdakwamembayarbiayaperkarasejumlahRp.  5.000,-  (lima  ribu
rupiah)

Sebagaiputusan yang berisisuatuhukumansudahjelasdidasarkankepadabukti-

bukti yang adasemuanyaitumenunjukkanterdakwamelakukansesuatutindakpidana. Di

dalamPasal 193 ayat (1) Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidanadisebutkan. 

“Jikapengadilanberpendapatbahwaterdakwabersalahmelakukantindakpidana  yang
di dakwakankepadanya, makapengadilanmenjatuhakanpidana” 

Tidakdijelaskantentangjenispidana  yang  akan  di  jatuhkan  oleh  hakim,

karenapidanaapa  yang  akan  di

jatuhkanterhadapterdakwasepenuhnyaadalahmerupakankewenanganpengadilan

(hakim).62

Menurutanalisispenulishukum  acara  pidana  di  Indonesia  berdasarkan

KUHAP mengaturperihalalatbukti dan barangbukti, Penerapanalatbuktidalam proses

pembuktian  di  sidangpengadilanlebihbanyakditemukanyaituberupaketerangansaksi

dan keteranganterdakwa. Alatbukti yang sahadalahalatbukti yang diperoleh minimal

duaalatbukti  yang  sahberdasarkanPasal  184  ayat  1  KUHAP.

Barangbuktibukanlahalatbuktitetapibarangbuktidapatmenjadisumberdarialatbukti.

62C.DjismanSamosir, S.H.,M.H, Hukum Acara Pidana,(Bandung: Nuansa Aulia,2013). Hlm. 154
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Barangbukti  yang  sahadalahbarangbukti  yang  diperoleh  dan  memiliki  criteria

sebagaibarangbuktigunamendukungalatbukti.  

4.2 SistemPembuktianAlatBuktiDalamPerkaraTindakPidanaPencurian

Pembuktiantentangbenartidaknyaterdakwamelakukanperbuatan  yang  di

dakwakan,  merupakanbagian  yang  terpenting  acara  pidana.  Dalamhalini  pun

hakasasimanusiadipertaruhkan.  Bagaimanaakibatnyajikaseseorang  yang  di

dakwadinyatakanterbuktimelakukanperbuatan  yang didakwakanberdasarkanalatbukti

yang adadisertaikeyakinan hakim, padahaltidakbenar. Untukinilahmakahukum acara

pidanabertujuanuntukmencarikebenaranmateril,  berbedadenganhukum acara  perdata

yang cukuppuasdengankebenaranformil.

Indonesia sama dengan Belanda dan negara-negara eropa Kontinental yang

lain,  menganut  bahwa  hakimlah  yang  menilai  alat  bukti  yang  di  ajukan  dengan

keyakinannya sendiri dan bukan juri seperti amerika serikat dan negara-negara Anglo

Saxon.  Di  negara-negara  tersebut,  belakangjuri  yang  umumnyaterdiridari  orang

awamitulah  yang menentukan  salah  tidaknyaguilty  or  not  guilty  seorangterdakwa.

Sedangkan hakim hanyamemimpinsidang dan menjatuhkanpidana (sentencing).63

Mencarikebenaranmaterilitutidaklahmudah.  Alat-alatbukti  yang

tersediamenurutundang-undangsangatrelatif,  oleh  karenaitulahdahulu  orang

berpendapatbahwaalatbukti  yang  paling

tepatdipercayaialahpengakuanterdakwasendirikarenaialah  yang

mengalamiperistiwatersebut.

63Andi Hamzah,Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta:SinarGrafika,2009). Hlm. 245
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Diusakanlahmemperolehpengakuanterdakwadalampeemeriksaan,  yang

akanmenentramkanhati hakim yang meyakiniditemukannyakebenaranmaterilitu.

Dalamalasanmencarikebenaranmaterilitumakaasasakusator  (accusatoir)

yang  memandangterdakwasebagaipihaksamadengandalamperkaraperdata,

ditinggalkan  dan  digantidenganasasinkisitor  (inquisitoir) yang

memandangterdakwasebagaiobjekpemeriksaan,

bahkankadangkaladipakaialatuntukmemperolehpengakuanterdakwa.64

Terkaitdenganpembuktiandisidangpengadilan  yang  perlu  di

pahamiadalahperanan  dan  hakekathukumpembuktian.  Seperti  yang

telahdisinggungsebelumnyabahwahukumpembuktianmemegangperananpentingdalam

proses hukum acara pidana dan oleh sebabitumutlakharusdikuasai oleh pejabat pada

semuatigkatpemeriksaan,  khususnyapenututumum  yang  berwenangmenuntut  dan

dibebanikewajibanmembuktikankesalahanterdakwa.

Kegagalanpenuntutumumdalamtugaspenuntutanbanyaktergantung  pada

ketidakmampuanmenguasai Teknik pembuktian.65

Sebaliknyapenuntutumumterikat pada ketentuan dan penilaianalatbukti yang

ditentukanundang-undang.  Penuntutumum  juga  hakim  dan

terdakwamaupunpeasihathukumnyatidakbolehsekehendakhatidenganselerasendiri-

sendiridalammenggunakan  dan  menilaialatbuktidiluardariapa  yang

telahdigariskanundang-undang.66

64 Ibid. Hlm. 246
65Setia UntungArimuladi, HukumPembuktian, (Jakarta: Badan DiklatKejaksaan RI 2019),hlm. 33
66Setia UntungArimuladi, HukumPembuktian, (Jakarta: Badan DiklatKejaksaan RI 2019), Loc.cit. hlm.
33
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Ditinjaudarisegihukum  acara  pidanasebagaimana  yang  ditentukandalam

KUHAP, diatur pula beberapapedoman dan penggarisan :

 Penuntutumumbertindaksebagaiaparat  yang

diberikewenanganuntukmengajukansegaladaya dan upayamembuktikankesalahan

yang didakwakankepadaterdakwa.

 Sebagaimanaterdakwaataupenasihathukummempunyaihakutukmelemahkan  dan

melumpuhkanpembuktian  yang  diajukanpenuntutumum,  sesuaidengancara-cara

yang  dibenarkanundang-undang.  Bisaberupa  “sangkalan”  ataubantahan  yang

beralasan.  Dengansaksi yang meringankanatausaksi “a dcharge”maupundengan

“alibi”.  Terutamabagi  hakim,  harusbenar-benarsadar  dan  cermatmenilai  dan

mempertimbangkankekuatanpembuktian  yang

ditemukannyaselamapemeriksaandipersidangan.  Jikamajekis  hakim

hendakmeletakkankebenaran  yang  ditemukannyadalamputusan  yang

akanmerekajatuhkan,  kebenaranituharusdiujidenganalatbukti,  dengancara  dan

dengankekuatanpembuktian  yang  melekat  pada  setiapalatbukti  yang

merekatemukan.67

Persidanganperkarapidanaadalahuntukmengetahuiapakahtelahterjaditindakpidana

dalamsuatuperistiwa.  Oleh  karenaitu,  dalampersidanganperkarapidanaperanan

paling  pentingadalahpembuktian.

67 Setia UntungArimuladi, HukumPembuktian, (Jakarta: Badan DiklatKejaksaan RI 2019), Loc.cit. 
hlm. 33 
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Pembuktianmerupakantitiksentralpemeriksaanperkaradalamsidangpengadilan.

Pembuktianadalahketentuan-ketentuan  yang  berisipenggarisan  dan

pedomantentangcara-cara yang dibenarkanundang-undangmembuktikankesalahan

yang  didakwakankepadaterdakwa.  Pembuktian  juga  merupakanketentuan  yang

mengaturalat-alatbukti  yang dibenarkanundang-undang yang bolehdipergunakan

hakim  membuktikankesalahan  yang  dakwakanpembuktianmerupakanmasalah

yang  memegangperanandalam  proses

pemeriksaandisidangpengadilankarenadenganpembuktianinilahditentukannasibse

orangterdakwa.  Hakim  dalammenjatuhkanputusanakanselaluberpedoman  pada

hasil yang telah di dapatdariperananpembuktianalat-alatbukti.68

4.2.1 PembuktianBerdasarkanUndang-UndangSecaraPositif.

Dalammenilaikekuatanpembuktianalat-alatbukti  yang  ada,

dikenalbeberapasistematauteoripembuktian.  Pembuktian  yang

didasarkanmelulukepadaalat-alatpembuktian  yang  disebutundang-

undangsecarapositif  (positiefwettelijkbewijstheorie).

Dikatakansecarapositifkarenadidasarkankepadaundang-undangmelulu.

Artinyajikatelahterbuktisuatuperbuatansesuaidenganalat-alatbukti  yang  disebut  oleh

undang-undang,  makakeyakinan  hakim tidakdiperlukansamasekali.  Sistem ini  juga

disebut juga teori pembuktian formal (formele bewijstheorie).

Sistem  atau  teori  pembuktian  berdasarkan  undang-undang  secara  positif

(positief  wettelijk  bewijstheorie)  ini  berusaha  untuk  menyingkirkan  semua

68Bastiano Nugroho, PerananAlatBukti, (Surabaya: Yuridika, 2017). hlm. 26



72

pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-

peraturan  pembuktian  yang  kera.  Dianut  oleh  Eropa  pada  waktu  berlakunya  asas

inkisior (inquisitoir) dalam acara pidana.69

Terbukti  tidaknya  suatu  perbuatan  yang didakwakan  adalah  semata-mata

disandarkan  pada  alat-alat  bukti  yang  diakui  oleh  undang-undang  dan  tidak

dibutuhkan  adanya  keyakinan  hakim.  Apabila  sudah  terdapat  alat-alat  bukti  yang

diakui  undang-undang  dan  telah  dipergunakan  sesuai  dengan  ketentuan  undang-

undang, maka hakim harus menjatuhkan putusan bahwa  suatu  perbuatan  yang

didakwakan  telah  terbukti  walaupun  hakim  yakin  bahwa  yang  dianggap  terbukti

tersebut tidak benar. Demikian pula sebaliknya, apabila tidak dapat dipenuhinya alat-

alat  bukti  dan  cara  mempergunakan  alat-alat  bukti  tersebut  tidak  sesuai  dengan

ketentuan undang-undang,  maka hakim harus memutuskan bahwa suatu perbuatan

yang didakwakan tidak terbukti  meskipun hakim berkeyakinan bahwa keadaan itu

benar-benar terjadi.70

Teori  pembuktian  berdasarkan  undang-undang  secara  positif  yang

mengabaikan keyakinan hakim sebagai salah satu sarana dalam menetukan seseorang

terdakwa bersalah atau tidak, ada benarnya karena:

a. Keyakinan  hakim  itu  subjekti,  bisa  pada  saat  hakim  yang  bersangkutan

memeriksa sesorang terdakwa, ada intervensi sehingga membuat hakim tersebut

69 Ibid. Hlm. 247
70AnangPriyanto. M.Hum, Hukum Acara PidanaIndonesia,(Yogyakarta: Ombak,2012). Hlm. 85
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memihak pada terdakwa,  dan pada akhirnya hakim tersebut bisa menjatuhkan

pidana yang ringan.

b. Belum ada  petunjuk yang jelas,  mengenai  keyakinan  hakim yang seperti  apa

yang  bisa  dijadikan  sebagai  pendukung  alat-alat  bukti  untuk  menyatakan

terdakwa bersalah atau tidak.71

Sistem  pembuktian  ”positief  wettelijk” ini  mempunyai  kecenderungan

memberlakukan  pemeriksaan  perkara  pidana  secara  inquisitoir  dan  hakim  hanya

merupakan  alat  pelengkapan  saja.  Namun  demikian  sistem  pembuktian  ini

mempunyai  keuntungan bagi penyelesaian perkara dan memudahkan hakim dalam

mengambil keputusan dikarenakan kecilnya kemungkinan adanya kekeliruan.72

Menurut analisis penulis sistem pembuktian secara positif berdasarkan alat

bukti menurut Undang-Undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan

alat-alat  bukti  yang  sebelumnya  telah  ditentukan  dalam  Undang-Undang.  Untuk

menentukan kesalahan seseorang hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang

tersebut dalam Undang-Undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim

sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan

terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain keyakinan

hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang,

keyakinan  hakim harus  dihindari  dan  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  pertimbangan

dalam menentukan kesalahan seseorang.  

71C.DjismanSamosir, S.H.,M.H, Hukum Acara Pidana,(Bandung: Nuansa Aulia,2013). Hlm. 180
72AnangPriyanto. M.Hum, Hukum Acara PidanaIndonesia,(Yogyakarta: Ombak,2012). Hlm. 86
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4.2.2 PembukianBerdasarkanUndang-UndangSecaraNegatif

Menurutsistemini,  dasarpembuktiannyaada  pada  keyakinan  hakim

denganalasan-alasan  dan  keyakinan  hakim  harusdidasarkan  pada  alat-

alatbuktimenurutketentuanundang-undang.  Jadi  hakim  terikat  pada  alat-alat  bukti

yang di tentukan undang-undang dan keyakinannya.

Meskipun dalam suatu perkara pidana sudah terdapat cukup bukti menurut

ketentuan  undang-undang,  maka  hakim  belum  dapat  mengajukan  pidana  atau

hukuman seblum hakim yakin akan kesalahan terdakwa (negatief /negatif).73

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. lama dan yang baru, semuanya
menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (negatief
wettelijk). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila
dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan
bahwa  suatu  tidak  pidana  benar-benar  terjadi   dan  bahwa  terdakwalah  yang
bersalah melakukannya.”

Dari  kalimat  tersebut  nyata  bahwa pembuktian  harus  didasarkan  kepada

undang-undang  (KUHAP),  yaitu  alat  bukti  yang  sah  tersebut  dalam  pasal  184

KUHAP,  disertai  dengan  keyakinan  hakim  yang  diperoleh  dari  alat-alat  bukti

tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang tersebut pada

Pasal 294 ayat (1) HIR yang berbunyi:

“Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim menadapat
keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang
dapat  dipidana  dan  bahwa  orang-orang  yang  didakwa  itulah  yang  bersalah
melakukan perbuatan itu.”74

73AnangPriyanto. M.Hum, Hukum Acara PidanaIndonesia,(Yogyakarta: Ombak,2012)Ibid. Hlm. 87
74Andi Hamzah,Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta:SinarGrafika, 2009). Hlm. 250
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Sebenarnya  sebelum  diberlakukan  KUHAP,  ketentuan  yang  sama  telah

ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok tentang Kekuasaan Kehakiman (UUPKK)

Pasal 6 yang berbunyi:

“Tiada sseorang pun dapat  dijatuhi  pidana,  kecuali  apabila  pengadilan
karena alat  bukti  yang sah menurut  undang-undang mendapat  keyakinan,  bahwa
seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan
yang dituduhkan atas dirinya.”

Kelemahan rumus undang-undang ini ialah disebut alat pembuktian bukan

alat-alat pembuktian, atau seperti dalam Pasal 183 KUHAP disebut dua alat bukti. 

Sebenarnya  yang  dicantumkanialahsistempembuktianconviction

raisonnee(beredeneerdeovertuiging). Sesudahmelaluiperdebatan yang panjang, antara

yang inginmengadakanperubahanseperti yang tercantumdalamkonseprencanaitu, dan

pihak  lain  yang  inginmempertahankansistem  lama

yaitunegatiefwettelijkakhirnyagolongan  yang  tersebutkeduanyakeadalah  yang

menang,  tetapidengansuatukonsepkepadapihakpertama  (conviction  raisonne),

bahwapasal-pasal  yang  mengikat  hakim  dalamundang-undangharusdikurangi,

sehinggamenjadiduasajayaitu yang dikenalsekarangdenganPasal 341 ayat (4) dan 342

ayat (2) Ned. Sv.

Pasal  341  ayat  (4)

itumengaturbahwakesalahanterdakwatidakdapatdianggapterbuktiataspengakuan  salah

terdakwasaja,  melainkanharusditambahdenganalat-alatbukti  yang  lain,

SedangkanPasal  342  ayat  (2)



76

mengatakanbahwaketeranganseorangsaksisajatidakcukupuntukmenganggapkesalahan

terdakwatelahterbukti. Inididsebutbukti minimum (bewijs minimum).75

Ketentuantersebutmirifdengan  KUHAP  Pasal  183  KUHAP
sejajardenganPasal  341  ayat  (4)  Ned.  Sv.  Pasalitumengatakan“Hakim
tidakbolehmenjatuhkanpidanakepadaseseorang,  kecualiapabiladengansekurang-
kurangnyaduaalatbukti  yang  sah”.SelanjutnyaPasal  185  ayat  (2)  KUHAP
samadenganPasal  342  ayat  (2)  Ned.  Svtersebut.
Pasalitumengatakan“Keteranganseorangsaksisajatidakcukupuntukmembuktikanbahw
aterdakwabersalahterhadapperbuatan yang didakwakankepadany.”

Dalamsistematauteoripembuktian  yang  berdasarundang-

undangsecaranegatif  (negatiefwettelijkbewijstheorie)  ini,

pemidanaandidasarkankepadapembuktian yang berganda (dubbelengrondslag). Yaitu

pada  peraturanundang-undang  dan  pada  keyakinan  hakim,  dan  menurutundang-

undang, dasarkeyakinan hakim itubersumberkan pada peraturanundang-undang. Hal

tersebutterakhirinisesuaidenganPasal  183  KUHAP  tersebut,  yang

mengatakanbahwadariduaalatbuktisahitudiperolehkeyakinan hakim.

DalamPasal  338  Ned.  Sv.

ditegaskansejelasmungkinbahwakeyakinanitusendirihanyadapatdidasarkankepadaisial

at-alatbukti yang sah (yang disebut oleh undang-undang). Demikianlahkeyakinanitu,

yang  disyaratkanuntukmemidana,  tiadalah  lain  dari  pada

pengakuankepadakekuatanpembuktian  yang  sah  (yang  disebut  oleh  undang-

undang).76

75 Ibid. Hlm. 251
76 Ibid. Hlm. 252
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Dalampembuktiansecaranegatif,

terbuktiatautidakterbuktiseseorangterdakwamelakukansuatutindakpidanadidasarkanpa

daalat-alatbuktiyamgtelahditetapkan  di  dalamundang-undang  dan

berdasarkankeyakinan  hakim.  Seebenarnyadengankeyakinan  yang  dimiliki  hakim

tersebutakanmenuntut  hakim  yang  bersangkutanuntukmembuatpenjelasan  di

dalampertimbanganmengapaterdakwaataudihukum.  DihubungkandenganUndang-

UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana,

perlu  di  pertanyakansistempembuktinmanakah  yang  diikutidalampersidangan  pada

saat  hakim

maumenjatuhkanhukumanbagiseorangterdakwauntukmenjawabpertanyaantersebutper

ludibacaPasal 183 Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana yang berisi: “Hakim

tidakbolehmenjatuhkanpidanakepadaseseorangkecualiapabiladengansekurang-

kurangnyaduaalatbukti  yang

sahiamemperolehkeyakinanbahwasuatutindakpidanabenar-benarterjadi  dan

bahwaterdakwalah  yang  bersalahmelakukannya.”

Dengandemikiandapatdikemukakandisinibahwasistempembuktian  yang

dianutberdasarkanUndang-UndangNomor  8  Tahun  1981

adalahsistempembuktianmenurutundang-undangsecaranegatif.77

Untuk Indonesia,  yang sekarangternyatatelahdipertahankan  oleh  KUHAP,

sistempembuktianberdasarundang-undangsecaranegatif

77C.DjismanSamosir, S.H.,M.H, Hukum Acara Pidana,(Bandung: Nuansa Aulia,2013). Hlm. 181
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(negatiefwettelijk)sebaiknyadipertahankanberdasarkanduaalasan,

pertamamemangsudahselayaknyaharusadakeyakinan  hakim

tentangkesalahanterdakwauntukdapatmenjatuhkansuatuhukmanpidana,  janganlah

hakim terpaksamemidana orang sedangkan hakim tidakyakinataskesalahanterdakwa.

Keduaialahberfaedahjikaadaaturan  yang  mengikat  hakim

dalammenyususunkeyakinannya, agar adapatokan-patokantertentu yang harusdituruti

oleh hakim dalammelakukanperadilan.

Menurutanalisispenulissistempembuktiansecara  negative

ataupembuktianberdasarkanUndang-Undangsecaranegatifadalahpembuktian  yang

selainmenggunakanalat-alatbukti  yang  dicantumkan  di  dalamUndang-Undang  juga

menggunakankeyakinan  hakim.  Sekalipunmenggunakankeyakinan  hakim,

namunkeyakinan  hakim terbatas  pada  alat-alatbukti  yang ditentukandalamUndang-

Undang,  keyakinan  hakim

dipandangtidakadaapabilakeyakinantersebuttidakdiperolehdarisekurang-

kurangnyaduaalatbukti yang sah.
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BAB V 

PENUTUP

5.1   Kesimpulan

Berdasarkanhasilpembahasan  yang  penelitiuraikan  di

ataspenelitimenarikkesimpulansebagaiberikut :

1. Peranalatbuktiketerangansaksidalammemberikankeyakinan  hakim

untukmemutusperkaratindakpidanapencurian,

yaitumengenaikualitasalatbuktimerujuk  pada  Pasal  1  Angka  26  KUHAP,

KeteranganSaksigunakepentinganpenyidikan,  penuntutan  dan

peradilantentangsuatuperkarapidana  yang  iadengarsendiri,  ialihatsendiri,  dan

iaalamisendiri. Kemudiankuantitasalatbukti yang merujuk pada pasal 184 Ayat 1

KUHAP.  Adapunalatbukti  yang  sahyaituKeteranganSaksi,  Keterangan  Ahli,

Surat, Petunjuk, Keteranganterdakwa. 

2. SistempembuktianalatbuktidalamperkaratindakpidanapencurianyaituPembuktianb

erdasarkanUndang-Undangsecarapositif,  karena  di  dasarkankepadaundang-

undangmelulu.  Artinyajikatelahterbuktisuatuperbuatansesuaidenganalat-alatbukti

yang  disebut  oleh  undang-undang,  makakeyakinan  hakim

tidakdiperlukansamasekali.  Sistemini  juga  disebutteoripembuktian

formal.Pembuktianberdasarkanundang-undangsecaranegatifini,

pemidanaandidasarkankepadapembuktian  yang  bergandayaitu  pada

peraturanundang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurutundang-undang,

dasarkeyakinan hakim itubersumberkan pada peraturanundang-undang.
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5.2 Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti yaitu berupa :

1. Setelah dilakukan pembahasan sebelumnya, maka penulis mempunyai saran,

yaitu tentang penyuluhan hukum dari aparat peengak hukum atau pihak-pihak

yang  terkait  kepada  masyarakat,  tentang  pentingnya  seseorang  berperan

menjadi saksi pada proses pembuktian dalam persidangan, karena kurangnya

pemahaman masyarakat tentang hukum.

2. Aparat  penegak  hukum khususnya hakim haruslah  menggali  lagi  nilai-nilai

yang berkembang dalam masyarakat, terlebih dalam proses pembuktian. Tidak

berdasarkan pada apa telah tercantum dalam undang-undang sebagai hukum

positif saja, agar dapat terciptanya kesejahteraan masyarakat.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 178/Pid.B/2020/PN Gto.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Negeri  Gorontalo  yang  mengadili  perkara  pidana  dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat  pertama menjatuhkan putusan sebagai  berikut  dalam

perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap :  YOMAN LAHAY Alias YOMAN

2. Tempat Lahir :  Gorontalo

3. Umur /Tanggal lahir :  26 Tahun/ 24 Agustus 1993

4. Jenis Kelamin :  Laki-laki

5. Kebangsaan :  Indonesia

6. Tempat Tinggal :  Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara 

   Kota Gorontalo 

7. Agama                           :  Islam

8. Pekerjaan                      :  Wiraswasta

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13

September 2020; 

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September

2020;

4. Majelis Hakim sejak tanggal  17 September 2020 sampai dengan tanggal  16 Oktober

2020;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai

dengan tanggal 15 Desember 2020;

 

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:  

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 178/Pid.B/2020/PN Gto tanggal 17

September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis  Nomor 178/Pid.B/2020/PN Gto  tanggal 17 September

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
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Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa  serta  memperhatikan

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah  mendengar  pembacaan  Tuntutan pidana yang diajukan oleh  Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOMAN LAHAY Alias YOMAN  bersalah melakukan tindak

pidana “Pencurian dengan Pemberatan“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 65 KUHP,  sesuai dengan dakwaan tunggal

Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap YOMAN LAHAY Alias YOMAN  dengan pidana

Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi korban ISRAN KABULA Alias PURNOMO;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi korban SITI NUKBA;

- 1 (satu) keping VCD berisi rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu

rupiah);

Setelah  mendengar  permohonan  Terdakwa yang  pada  pokoknya  menyatakan

menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang

seringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar  tanggapan  Penuntut Umum terhadap permohonan  Terdakwa

yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar  Tanggapan  Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang,  bahwa  Terdakwa  diajukan  ke  persidangan  oleh  Penuntut  Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN 

------- Bahwa  ia Terdakwa YOMAN LAHAY Alias YOMAN, pada hari Selasa tanggal 14 Juli

2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempatdi Rumah Sakit Prof.  Aloe Saboe diruangan G3

kamar 202 Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo atau setidak-

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidak tidaknya dalam suatu waktu

dalam tahun 2020  bertempat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

termasuk di  dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  Gorontalo,  perbarengan beberapa
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perbuatan  yang  harus  dipandang  sebagai  perbuatan  yang  berdiri  sendiri  sehingga

merupakan  beberapa  kejahatan dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya

satu pidana, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain yakni Saksi korban ISRAN KABULA dan SITI NUKBA dengan maksud untuk

dimiliki  secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau

tidak dikehendaki  oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara

sebagai berikut:

- Bahwa  berawal  ketika  Terdakwa  masuk  ke  halaman  Rumah Sakit Aloe Saboe dengan

cara  memanjat tembok dengan melewati  tangga, selanjutnya Terdakwa  menuju ke

gedung G3 dan melihat salah satu kamar pasien rumah sakit dalam  keadaan pintu

terbuka yang ditempati 2 (dua) orang pasien dalam satu kamar, selanjutnya Terdakwa

langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat  para  pasien dan keluarga pasien

yang ada di dalam kamar masih terlelap tidur   sehingga  dengan  mudah  Terdakwa dapat

masuk ke dalam kamar Saksi korban  kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone

Xiomi Redmi 6 warna hitam milik Saksi ISRAN KABULA terletak di meja kamar lalu

Terdakwa langsung  mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa melihat lagi 1

(satu) unit  Handphone merk Vivo Y71 warna hitam milik Saksi SITI NUKBA yang terletak

di   meja  lainnya  tetapi  masih  dalam  kamar  pasien  yang  sama  Terdakwa  juga

mengambilnya, setelah Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut,  selanjutnya

Terdakwa keluar  dalam kamar  pasien  dan melewati  jalan  yang   semula  pada  saat

Terdakwa masuk ke Rumah Sakit  Aloe Saboe;

------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1)

Ke-3 KUHP Jo Pasal 65 Ayat(1) KUHP;

     Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah

mendengar  dan  mengerti  tentang  perbuatan  apa  yang  didakwakan  kepadanya  dan

selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut

Umum tersebut;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dakwaannya  Penuntut  Umum  telah

mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ISRAN KABULA Alias PURNOMO dibawah  sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
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- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah

maupun semenda dan tidak terikat  hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa  Saksi  diperiksa  sehubungan  dengan  perkara  pencurian  handphone  Xiomi

Redmi 6 warna hitam milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa selain handphone milik Saksi, Terdakwa juga mengambil handphone merk Vivo

milik Saksi SITI NUKBA; 

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar

pukul 01.00 Wita bertempat di Rumah Sakit Aloe Saboe lantai 2 ruangan G3 kamar 202

di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;

- Bahwa Saksi  tidak mengetahui  bagaimana cara Terdakwa mengambil  handphone

tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi dalam keadaan tertidur;

- Bahwa sebelumnya Saksi meletakan handphone di atas meja makan pasien yang

berdampingan dengan kasur;  

- Bahwa  awalnya Saksi datang ke Rumah Sakit Aloe Saboe dengan maksud untuk

menjaga Bapak Saksi yang sedang sakit kemudian sebelum Saksi tidur, Saksi ada

meletakan handphone di atas meja yang berdampingan dengan tempat tidur pasien

dimana saat itu Saksi tidur di lantai tepatnya di bawah tempat tidur pasien, namun pada

pukul 02.00 Wita Saksi dibangunkan oleh kakak Saksi karena pada saat itu Bapak

kambuh penyakitnya maka kakak Saksi bermaksud meminjam handphone milik Saksi

untuk menghubungi keluarga yang berada di kampung namun pada saat itu handphone

milik Saksi sudah tidak berada di atas meja;

- Bahwa  kemudian  pada  pagi  harinya  sekitar  jam  pukul  07.00  Wita,  Saksi  baru

mengetahui bahwa bukan hanya Saksi yang kehilangan handphone namun ada orang

lain yang juga kehilangan handphoe yaitu Saksi SITI NUKBA yang seruangan dengan

Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi melihat rekaman CCTV dari rumah sakit dimana Terdakwa

yang mengambil handphone milik Saksi dan Saksi SITI NUKBA dengan cara masuk

lewat pintu ruangan pasien dirawat dan saat itu orang yang berada di dalam ruangan

dalam keadaan tertidur;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ABDUL RAHMAN HABIBIE dibawah  sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:
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- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah

maupun semenda dan tidak terikat  hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa  Saksi  diperiksa  sehubungan  dengan  perkara  pencurian  handphone  Xiomi

Redmi 6 dimana handphone tersebut  Saksi  yang membelinya dengan cara tukar

tambah;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pencurian handphohe tersebut;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi mencoba

membuka media sosial akun facebook milik Saksi dan Saksi mendapat info penjualan

handphone di media sosial di akun facebook forum jual beli dan menawarkan penjualan

handphone dan pemilik akun facebook adalah atas nama ADRIAN, setelah itu  Saksi

mengomentari kolom komentar dengan kalimat tukar tambah dengan Samsung J5

Prime tambah berapa dan akhirnya ada kesepakatan bisa di tukar tambah dengan

Saksi  menambahkan Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah),  kemudian

pemilik akun an. ADRIAN langsung menemui Saksi dirumah Saksi di Jalan Tamalate

Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo sekitar pukul 15.10 Wita pada saat pertemuan

tersebut Terdakwa langsung menawarkan kepada Saksi handphone merk Vivo Y 71

dan handphone Redmi 6 sehingga  Saksi langsung memeriksa kondisi handphone

tersebut dan kondisi handphone Redmi 6 kondisi masih bagus sedangkan handphone

merk Vivo Y7 dalam  keadaan retak LCD handphone;

- Bahwa  pada  saat  sebelum transaksi  jual  beli  handphone  tersebut  Saksi  sempat

tanyakan  kepada Terdakwa kepemilikan handphone tersebut yang akan di jual kepada

Saksi, untuk  handphone Xiomi Redmi 6 di akui oleh Terdakwa adalah milik teman

Terdakwa sedangkan handphone merk  Vivo Y7 di akui adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa  benar  Terdakwalah orang yang telah menjual handphone kepada saksi dengan

cara tukar tambah;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui kalau handphone yang telah di tawarkan

oleh Terdakwa adalah handphone dari hasil curian;

- Bahwa Saksi juga sudah mengalami kerugian dengan handphone Samsung J5 Prime;  

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

tidak keberatan dan membenarkannya;
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3. SITI  NUKBA yang dibacakan di  persidangan  pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

 Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi

bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benar;

 Bahwa handphone Saksi yang hilang pada saat itu adalah handphone merk Xiomi

Redmi 6 warna hitam;

 Bahwa  terjadi  pencurian  tersebut  pada  hari  Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul

01.00 Wita bertempat di Rumah Sakit Aloe Saboe lantai 2 ruangan G3 kamar 202 di

Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;

 Bahwa Saksi ISRA KABULA juga mengalami handphone miliknya telah diambil orang di

dalam kamar yang sama dengan Saksi pada malam itu juga;

 Bahwa handphone Saksi di simpan di meja pasien yang Saksi jaga dan handphone

tersebut dalam keadaan tercarger;

 Bahwa pada saat malam itu Saksi sempat terbangun dan masih melihat handphone

miliknya di atas meja dalam keadan masih tercarger;

 Bahwa nanti paginya Saksi mengetahui kalau handphone miliiknya sudah tidak ada di

atas meja dan begitu juga dengan Saksi ISRA KABULA keluarga pasien satu kamar

dengan Saksi, handphone miliknya sudah hilang bersamaan;

- Bahwa  kerugian yang dialami oleh Saksi sekitar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus

ribu  rupiah)  sedangkan  keluarga  pasien  yang  disebelah  kerugiannya  handphone

miliknya sekitar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa  terhadap  keterangan  Saksi  dibacakan  tersebut,  Terdakwa  memberikan

pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  Terdakwa  pernah  diperiksa  Penyidik  serta  menandatangani  Berita  Acara

Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa  Terdakwa mengerti dihadirkan  di  persidangan  karena  perkara  pencurian

handphone milik Saksi ISRAN KABULA Alias PURNOMO dan Saksi SITI NUKBA;

- Bahwa handphone yang di ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit  handphone Xiomi

Redmi 6 warna hitam milik Saksi ISRAN KABULA Alias PURNOMO dan 1 (satu) unit

handphone merk Vivo Y7 warna hitam milik Saksi SITI NUKBA;
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- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar

pukul 01.00 Wita bertempat di Rumah Sakit Aloe Saboe lantai 2 ruangan G3 kamar 202 di

Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dari rumah mengendarai sepeda motor milik teman yang

bernama RULI dan langsung menuju ke belakang rumah sakit, kemudian sepeda motor

tersebut Terdakwa parkir di belakang rumah sakit dan selanjutnya Terdakwa masuk  ke

halaman Rumah Sakit Aloe Saboe dengan cara memanjat tembok dengan melewati

tangga,  selanjutnya Terdakwa menuju ke gedung G3 dan melihat salah satu kamar pasien

rumah sakit yaitu kamar 202 dalam keadaan pintu terbuka yang ditempati 2 (dua) orang

pasien dalam satu kamar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat  para

pasien dan keluarga pasien yang ada di  dalam kamar masih terlelap tidur sehingga

dengan mudah  Terdakwa dapat masuk ke dalam kamar 202 kemudian Terdakwa melihat

1 (satu) unit handphone  Xiomi Redmi 6 warna hitam milik Saksi ISRAN KABULA Alias

PURNOMO  terletak  di  meja  kamar  lalu  Terdakwa  langsung  mengambil  handphone

tersebut kemudian Terdakwa melihat lagi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna

hitam milik Saksi SITI NUKBA yang terletak di meja lainnya  tetapi masih dalam kamar

pasien yang sama Terdakwa juga mengambilnya;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa

keluar  dalam kamar pasien dan melewati jalan yang semula pada saat Terdakwa masuk

ke Rumah Sakit  Aloe Saboe;

- Bahwa benar handphone tersebut Terdakwa jual beli atau tukar tambah kepada Saksi

ABDUL RAHMAN HABIBIE;

- Bahwa Terdakwa  menyesali  perbuatannya dan  berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 6 warna hitam;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y71 warna hitam;

- 1 (satu) keping VCD berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa  benar  peristiwa  pencurian  handphone  milik  Saksi  ISRAN  KABULA  Alias

PURNOMO dan Saksi SITI NUKBA terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar

pukul 01.00 Wita bertempat di Rumah Sakit Aloe Saboe lantai 2 ruangan G3 kamar 202 di

Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo;
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- Bahwa benar handphone yang di ambil oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) unit yaitu 1 (satu)

unit handphone Xiomi Redmi 6 warna hitam milik Saksi ISRAN KABULA Alias PURNOMO

dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y7 warna hitam milik Saksi SITI NUKBA;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dari rumah mengendarai sepeda motor milik teman

yang bernama RULI dan langsung menuju ke belakang rumah sakit, kemudian sepeda

motor tersebut Terdakwa parkir di belakang rumah sakit dan selanjutnya Terdakwa masuk

ke halaman Rumah Sakit Aloe Saboe dengan cara memanjat tembok dengan melewati

tangga,  selanjutnya Terdakwa menuju ke gedung G3 dan melihat salah satu kamar pasien

rumah sakit yaitu kamar 202 dalam keadaan pintu terbuka yang ditempati 2 (dua) orang

pasien dalam satu kamar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat  para

pasien dan keluarga pasien yang ada di  dalam kamar masih terlelap tidur sehingga

dengan mudah  Terdakwa dapat masuk ke dalam kamar 202 kemudian Terdakwa melihat

1 (satu) unit handphone  Xiomi Redmi 6 warna hitam milik Saksi ISRAN KABULA Alias

PURNOMO  terletak  di  meja  kamar  lalu  Terdakwa  langsung  mengambil  handphone

tersebut kemudian Terdakwa melihat lagi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna

hitam milik Saksi SITI NUKBA yang terletak di meja lainnya  tetapi masih dalam kamar

pasien yang sama Terdakwa juga mengambilnya;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa

keluar  dalam kamar pasien dan melewati jalan yang semula pada saat Terdakwa masuk

ke Rumah Sakit  Aloe Saboe;

- Bahwa benar handphone tersebut Terdakwa jual beli atau tukar tambah kepada Saksi

ABDUL RAHMAN HABIBIE;

- Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di

depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya  Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan

tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal  363 ayat (1) Ke-3 KUHP  Jo Pasal 65 Ayat(1)

KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 

1. Barangsiapa;

2. Mengambil barang sesuatu;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
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5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang

dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang

berhak;

6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan

yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur kesatu

“Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan  “Barangsiapa” dalam hal ini adalah

setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam

perkara ini adalah Terdakwa YOMAN LAHAY Alias YOMAN yang identitas lengkapnya adalah

sebagaimana  diuraikan  diatas  dimana  ketika  pemeriksaan  perkara  ini  dimulai  identitas

Terdakwa  tersebut  telah  dikonfirmasi  kembali  kepada  Terdakwa  dan  Terdakwa

membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis  Hakim  tidak terdapat eror

inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini

dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan

Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang,  bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas,  maka

unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang

dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang

nyata.  Perbuatan  mengambil  berarti  perbuatan  yang  mengakibatkan  barang  dibawah

kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan

pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang

yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai

setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan

sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari

keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari  Selasa

tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke

Paraf

Ketua
Majelis

Hakim
Anggota

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Gto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Rumah Sakit Aloe Saboe  kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa parkir di

belakang rumah sakit dan selanjutnya Terdakwa masuk ke halaman Rumah Sakit Aloe Saboe

dengan cara memanjat tembok dengan melewati tangga, selanjutnya Terdakwa menuju ke

gedung G3 dan melihat salah satu kamar pasien rumah sakit yaitu kamar 202 dalam keadaan

pintu terbuka yang ditempati 2 (dua) orang pasien dalam satu kamar, selanjutnya Terdakwa

langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat  para  pasien dan keluarga pasien

yang ada di dalam kamar masih terlelap tidur sehingga dengan mudah Terdakwa dapat

masuk ke dalam kamar 202 kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone Xiomi

Redmi 6 warna hitam milik Saksi ISRAN KABULA Alias PURNOMO terletak di meja kamar

lalu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa melihat lagi 1

(satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna hitam milik Saksi SITI NUKBA yang terletak di

meja lainnya tetapi masih dalam kamar pasien yang sama Terdakwa juga mengambilnya,

setelah Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar  dalam

kamar pasien dan melewati jalan yang semula pada saat Terdakwa masuk ke Rumah Sakit

Aloe Saboe,  sehingga  2 (dua) unit handphone  tersebut  telah berpindah penguasaannya

kepada Terdakwa secara tidak sah;

Menimbang,  bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas,  maka

unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif,

yakni yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain atau sebagian termasuk kepunyaan

orang lain. salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi; 

Menimbang,  bahwa yang  unsur  dimaksud  seluruhnya  atau  sebagian  termasuk

kepunyaan orang lain  adalah bahwa barang tersebut  bukan  milik  Terdakwa melainkan

kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari

keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti bahwa benar benda/

barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone Xiomi Redmi 6 warna

hitam milik Saksi ISRAN KABULA Alias PURNOMO dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo

Y7 warna hitam milik Saksi SITI NUKBA, dimana handphone tersebut bukan milik Terdakwa

melainkan milik Saksi ISRAN KABULA Alias PURNOMO dan Saksi SITI NUKBA, dengan

demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
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Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki, menguasai ialah melakukan perbuatan

apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Bahwa maksud untuk memiliki

barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum

sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah

selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang. Bahwa yang dimaksud

dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki, tanpa

hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik

dari keterangan Saksi-Saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan

dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap bahwa  maksud dan tujuan Terdakwa

mengambil handphone milik Saksi ISRAN KABULA Alias PURNOMO dan Saksi SITI NUKBA

untuk memilikinya dan menjualnya, dimana setelah Terdakwa mengambilnya selanjutnya

Terdakwa menjual dengan cara tukar tambah handphone tersebut kepada Saksi ADBUL

TAHMAN HABIBIE sehingga Terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan

pemiliknya, dengan demikian terhadap unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5.  Diwaktu  malam  dalam  sebuah  rumah  atau  pekarangan  tertutup  yang  ada

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak

dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur

telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu

waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di

persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta

dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap bahwa  pada hari Selasa

tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, dimana waktu tersebut masih termasuk dalam

rentang waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, bertempat di Rumah Sakit

Aloe Saboe lantai 2 ruangan G3 kamar 202 di Kelurahan Wongkaditi Timur Kecamatan Kota

Utara Kota Gorontalo,  dimana Terdakwa  masuk ke halaman Rumah Sakit  Aloe Saboe

dengan cara memanjat tembok dengan melewati tangga selanjutnya menuju ke gedung G3

dan ke kamar 202 yang pintu kamar dalam keadaan terbuka dan melihat para pasien dan

keluarga pasien dalam keadaan tertidur lelap sehingga dengan mudah Terdakwa mengambil

1 (satu) unit handphone  Xiomi Redmi 6 warna hitam milik Saksi ISRAN KABULA Alias
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PURNOMO dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y7 warna hitam milik Saksi SITI NUKBA,

dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Ad.6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai

perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun dari keterangan

Terdakwa sendiri  serta  dihubungkan dengan adanya barang bukti  yang ada,  terungkap

bahwa Terdakwa setelah  masuk ke  dalam kamar  202 kemudian  melihat  1  (satu)  unit

handphone Xiomi Redmi 6 warna hitam milik Saksi  ISRAN KABULA Alias PURNOMO

terletak di meja kamar lalu Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut kemudian

Terdakwa melihat lagi 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna hitam milik Saksi SITI

NUKBA yang terletak di meja lainnya tetapi masih dalam kamar pasien yang sama Terdakwa

juga mengambilnya, setelah Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut, selanjutnya

Terdakwa keluar  dalam kamar pasien,  dengan demikian terhadap unsur  keenam  telah

terpenuhi; 

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP Jo

Pasal 65 Ayat(1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa  dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal

yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan

atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah  dikenakan

penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa ditahan  dan  penahanan  terhadap

Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada

dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada

Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara

seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan

menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa

Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;
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Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa,

Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut,

karena bertentangan dengan rasa keadilan bagi diri Terdakwa maupun dalam masyarakat,

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman

akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang,  bahwa  atas  dasar  prinsip-prinsip  penjatuhan  pidana,  doktrin

menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk

memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan

hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong

undang-undang  (labousch de laloa). Oleh karena itu,  Majelis Hakim akan menjatuhkan

pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa

telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum,

Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap

tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  tentang  berat  ringannya  hukuman  yang  akan  dijatuhkan

terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis

Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai

pertimbangan  dalam  menjatuhkan  berat  ringannya  hukuman  atas  diri  Terdakwa,

pertimbangan mana perlu  Majelis  Hakim uraikan sebagai  bentuk  pertanggung jawaban

terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung

jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang

dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan

sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah

bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif

dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah

selesai  menjalani  hukuman yang  dijatuhkan  dan  merupakan  preventif  bagi  masyarakat

lainnya;

Menimbang,  bahwa terhadap barang bukti  yang diajukan di  persidangan untuk

selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti  berupa  1 (satu) unit  handphone merk Xiaomi

Redmi 6 warna hitam, yang merupakan milik Saksi ISRAN KABULA Alias PURNOMO maka

akan dikembalikan kepada Saksi ISRAN KABULA Alias PURNOMO;
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Menimbang, bahwa barang bukti berupa  1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71

warna hitam, yang merupakan milik Saksi  SITI NUKBA maka akan dikembalikan kepada

Saksi SITI NUKBA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping VCD berisi rekaman CCTV,

yang tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini maka  perlu ditetapkan agar barang bukti

tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa, maka perlu

dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang  meringankan

Terdakwa;

Keadaan  yang  memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa  berterus  terang  sehingga  memperlancar  proses  pemeriksaan  di

persidangan;

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

    Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani

pula untuk membayar biaya perkara; 

Memperhatikan,  Pasal  363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 65 Ayat(1) KUHP dan

Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOMAN LAHAY Alias YOMAN telah terbukti  secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"

sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOMAN LAHAY Alias YOMAN oleh karena itu

dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang dijatuhkan; 

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi korban ISRAN KABULA Alias PURNOMO;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y71 warna hitam;
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Dikembalikan kepada Saksi korban SITI NUKBA;

- 1 (satu) keping VCD berisi rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima

ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri  Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020,  oleh SYAFRIZAL, S.H.,

sebagai Hakim Ketua, OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H., dan EFFENDY KADENGKANG,

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh ROSDIANA K. TOLINGGI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Gorontalo, dengan dihadiri oleh INDRAYANI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

                 

                Hakim Anggota I,                                                             Hakim Ketua,

      

      OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H.                            SYAFRIZAL, S.H.

                Hakim Anggota II, 

      EFFENDY KADENGKANG, S.H.

Panitera Pengganti,

 ROSDIANA K. TOLINGGI, S.H.   
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